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Kata kunci: Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dan Nafkah Isteri Pasca 
Perceraian 
 
Nafkah merupakan salah satu hak isteri yang perlu ditunaikan oleh suami. Hukum 
ini telah termaktub di dalam Al-Quran dan seorang suami itu perlu menyediakan 
nafkah buat isterinya baik dalam tempoh perkawinan maupun setelah berlakunya 
perceraian akibat lafaz talak dari suami. Namun, mutakhir ini, banyak kasus yang 
melibatkan perilaku suami yang mengabaikan nafkah isteri pasca perceraian. 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) merupakan pihak berwenang yang mampu 
mengatasi segala permasalahan berkaitan dengan pemberian nafkah. Hal yang 
menjadi permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana peran BSK dalam menjamin terpenuhinya nafkah isteri pasca 
perceraian dan bagaimana efektifitas BSK terhadap masalah penegakan nafkah 
isteri pasca perceraian. Untuk memperoleh jawabannya, maka dalam skripsi ini 
penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu kajian lapangan (field 
research) dan penelitian yuridis normatif yaitu kajian kepustakaan (library 
research). Adapun Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan 
telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSK memainkan peran 
dalam masalah pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian secara efektif. BSK turut 
memantau dan menangani masalah ketidakpatuhan mantan suami terhadap 
perintah Mahkamah Syariah melalui pembentukan Unit Khidmat Nasehat dan 
Perundangan, Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah dan Unit Pengurusan 
Dana. Keberadaan BSK menjadi suatu bagian penting untuk memberikan bantuan 
kepada mantan istri yang tidak mendapat nafkah karena kegagalan mantan suami 
mematuhi perintah nafkah. 
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TRANSLITERASI 
Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata 
Arab adalah sebagai berikut: 
 
1. Konsonan 
No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilambangkan 
 
61 ط ṭ 
te dengan titik di 
bawahnya 
2 ب b 
be 
61 ظ ẓ 
zet dengan titik 
di bawahnya 
3 ت t 
te 
61 ع ‘ 
Koma terbalik 
(di atas) 
4 ث ś 
es dengan titik di 
atasnya 
61 غ gh 
ge 
5 ج j 
je 02 ف f 
ef 
6 ح ḥ 
ha dengan titik 
di bawahnya 
06 ق q 
ki 
7 خ kh 
ka dan ha 
00 ك k 
ka 
8 د d 
de 02 ل l 
el 
9 ذ ż 
zet dengan titik 
di atasnya 
02 م m 
em 
10 ر r 
er 
02 ن n 
en 
11 ز z 
zet 
01 و w 
we 
12 س s 
es 
01 ه h 
ha 
13 ش sy 
es dan ye 
01 ء ’ 
apostrof 
14 ص ş 
es dengan titik di 
bawahnya 
01 ي y 
ye 
15 ض ḍ 
de dengan titik 
di bawahnya 
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2. Vokal 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
ي   َ  Fatḥah dan ya ai 
و    َ    Fatḥah dan wau au 
 
Contoh: 
فيك  = kaifa,  
لوه      = haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan tanda 
ي/ا   َ  Fatḥah dan alif atau ya ā 
ي   َ  Kasrah dan ya ī 
و   َ  Dammah dan wau ū 
 
 
Tanda Nama Huruf Latin 
  َ  Fatḥah a 
  َ  Kasrah i 
  َ  Dammah u 
 
 
x 
 
Contoh: 
      لا ق = qāla 
ي م  ر   = ramā 
     لْي ق = qīla 
    لْوق ي = yaqūlu 
4. Ta Marbutah  (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah ( ة) hidup 
Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah ( ة) mati 
Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
 
Contoh: 
 ْالاَفاطَ الْا  ْةَض اوَر : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
  ْاَةرَّو َن مالا  ْةَنا يِدَمالا  : al-Madīnah al-Munawwarah/  
 al-Madīnatul Munawwarah   
  ْاةَحاَلط  : Ṭalḥah 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan  
sebuah  tanda,  tanda  syaddah atau  tanda  tasydid, dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
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Contoh: 
 
  اَنَّ َبر – rabbanā 
  َْلَّز َن – nazzala 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 
( لا )  namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti 
huruf qamariyyah. 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai  dengan  
bunyinya, yaitu  huruf  /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. 
2.  Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasi- kan sesuai aturan 
yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  Baik  dikuti   huruf   
syamsiyyah maupun   huruf qamariyyah, kata  sandang  ditulis  terpisah  dari  kata  
yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 
Contoh:  
  - ar-rajulu 
  - as-sayyidatu 
  - asy-syamsu 
   - al-qalamu 
   - al-badī‘u 
   - al-jalālu 
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7. Hamzah 
 Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 
Arab berupa alif. 
Contoh: 
 an-nau’ 
 syai’un 
 inna 
 umirtu 
akala 
 
8. Penulisan kata 
 Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 
Hanya kata-kata tertentu  yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 
yang mengikutinya. 
Contoh:  
                                              - Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn 
                                              - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 
 
9. Huruf Kapital 
 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului 
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
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Contoh: 
                                       - Wa mā Muhammadun illā rasul 
                                   -Inna awwala naitin wud’i’a linnasi lallazi bibakkata   
     mubarakkan 
                                    - Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur’anu 
 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 
tidak dipergunakan. 
 
10. Tajwid 
  
 Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 
Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
 
 
 
Catatan: 
Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 
kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 
bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab masing-masing. 
Setiap kewajiban tersebut wajib ditunaikan supaya sebuah keluarga dapat 
dibentuk dengan sempurna, aman dan sejahtera berlandaskan syariat dan 
kehendak agama Islam. Persoalan kewajiban nafkah terhadap isteri menurut 
ketentuan dasar yang didapatkan secara qatʻi melalui Hukum Islam telah 
menetapkan bahwa suami1 berkewajiban untuk memenuhi nafkah terhadap 
isterinya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah At-Ṭalaq ayat 6: 
                        
                            
                            
        
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang 
sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 
                                                          
1
Khairizzaman, Nafkah Isteri Dalam Perspektif Fikih, (Tela‟ah Terhadap Pendapat 
Jumhur Ulama dan Ibn Hazm), (Aceh: Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh, 2011), hlm. 92. 
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nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan 
(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, 
dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 
dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 
menyusukan (anak itu) untuknya”. [QS At-Ṭalaq (65): 6] 
 
Berdasarkan ayat di atas, demikian Allah memberi panduan mengenai hak-
hak wanita selepas diceraikan suami. Ini berarti tanggung jawab suami memberi 
nafkah kepada isteri bukan saja sewaktu hidup bersama tetapi juga selepas 
bercerai isteri dan jenis perceraian yang dimaksudkan adalah perceraian yang 
berkaitan dalam hal cerai talak. Antara tanggung jawab suami yang telah 
ditetapkan oleh Undang-Undang Keluarga Islam adalah menyediakan nafkah 
isteri selama perkawinan, nafkah „iddah dan mutʻah pasca berlakunya perceraian.2 
Isu yang biasa terjadi di Mahkamah Syariah pula ialah pengabaian pembayaran 
nafkah oleh suami kepada isteri. Bahkan, meskipun mahkamah mengeluarkan 
perintah pembayaran nafkah, masalah pelaksanaan perintah tersebut juga masih 
tidak efektif.  
Tuntutan nafkah terhadap mantan suami dan penegakan hukum perintah 
nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah selepas berlakunya perceraian 
sering menjadi isu besar dalam kalangan mantan isteri di Malaysia3. Walaupun 
Undang-undang Keluarga telah mengatur secara rinci tentang nafkah, namun 
                                                          
2
Najibah Mohd Zin, Undang-Undang Keluarga (Islam), (Siri perkembangan undang-
undang di Malaysia, 2007, hlm. 155. 
3
Roslina Che Soh, Jurnal Kanun, Bahagian Sokongan Keluarga Membantu Anak Selepas 
Perceraian: Keberkesanan, Cabaran Dan Perbandingan Dengan Amalan Negara Maju, 2017, 
hlm. 61. 
3 
 
terdapat kelemahan pada tataran penerapannya, terutama apabila mantan suami 
tidak memiliki niat yang baik melaksanakannya. 
Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah 2008, Seksyen 
66, menetapkan Hak terhadap nafkah atau pemberian pasca perceraian:4 
1)  Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada 
suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perintah Mahkamah hendaklah terhenti 
apabila tamat tempoh „iddah atau apabila isteri menjadi nusyuz. 
2) Hak isteri yang diceraikan untuk menerima pemberian daripada mantan 
suaminya di bawah sesuatu perjanjian hendaklah terhenti di atas perkawinan 
semula isteri itu. 
Dengan adanya ketentuan ini, memberikan peluang kepada mantan isteri 
untuk membuat tuntutan nafkah jika suami gagal atau enggan membayar nafkah 
selama perkawinan dan sekaligus mengembalikan hak isteri. Bahkan, ketentuan 
ini sebagai jaminan kepastian hukum agar tidak adanya pelecehan-pelecehan 
terhadap hak isteri. Hal ini bertepatan dengan fungsi Mahkamah Syariah untuk 
memertabatkan syiʻar Islam dengan penerapan undang-undang Islam dalam 
membicarakan dan memutuskan kasus-kasus yang diatur dalam enakmen juga 
berfungsi sebagai lembaga pengurusan masalah kekeluargaan5. 
 Sebagaimana yang diketahui, adalah menjadi kewajiban bagi suami untuk 
menyediakan nafkah buat isterinya, akan tetapi, sepertimana yang berlaku pada 
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Seksyen 66 (1) dan (2), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kedah) 2008, 
hlm. 353. 
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Nan Mardhiatul Akmal binti Long Kamaruddin, „‟Efektifitas Bahagian Sokongan 
Keluarga (BSK) dalam Penyediaan Dana Cadangan Untuk Nafkah Isteri dan Anak (Studi Kasus 
di Mahkamah Syariah Terengganu)‟‟, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari‟ah dan Hukum 
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, hlm. 2.  
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masa kini, terdapat kasus-kasus mengenai kelalaian suami dalam pemberian 
nafkah terhadap isteri serta pengingkaran suami terhadap putusan mahkamah 
setelah selesai perbicaraan. Bertitik tolak daripada hal ini, terdapat beberapa usaha 
yang telah dilakukan oleh pihak berkuasa namun masih belum menemukan hasil 
dikarenakan berlakunya peningkatan kasus tersebut, jadinya pihak berkuasa dan 
berkenaan perlu mencari solusi bagi menyelesaikan kasus ini. 
 Rentetan daripada itu, melihat keruncingan masalah pengabaian perintah 
mahkamah berkaitan pemberian nafkah khususnya di Malaysia, maka pihak 
Musyawarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) 
kali ke-46 pada 7 Juni 2007 yang diketuai oleh YAB Perdana Menteri Malaysia 
pada ketika itu
6, Yaitu Dato‟ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi telah setuju 
agar Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia mewujudkan Bahagian Sokongan 
Keluarga (selanjutnya akan disebut BSK) di bawah Jabatan Kehakiman Syariah 
Malaysia (selanjutnya akan disebut JKSM).  Pembentukan BSK merupakan salah 
satu  usaha memartabatkan JKSM di mana tujuannya adalah sebagai sebuah pihak 
berwenang yang mampu mengatasi dengan sebaik mungkin segala permasalahan 
yang berkaitan dengan pemberian nafkah. 
Pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah 
Negeri Kedah (BSK JKSNK) dibentuk pada 2009 untuk penegakan hukum 
perintah nafkah anak, nafkah ʻiddah atau isteri yang telah dikeluarkan oleh 
Mahkamah Syariah seluruh Negeri Kedah. Dari sudut operasi pengurusannya, 
BSK mempunyai tiga unit, yaitu Unit Khidmat Nasehat Perundangan (UKNP),  
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Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Jabatan Perdana Menteri, Bahagian Sokongan 
Keluarga (BSK), hlm. 14. 
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Unit Penegakan dan Pelaksanaan Perintah (UPPP) dan Unit Pengurusan Dana 
(UPD). 
 BSK merupakan satu bagian baru yang ditubuhkan rentetan daripada 
permasalahan, pelaksanaan dan penegakan hukum perintah pembayaran nafkah 
yang berfungsi untuk memberi jaminan bagi isteri melakukan pemantauan 
kembali terhadap perintah nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. 
Sekiranya perintah nafkah telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah terhadap 
mantan suami, beliau harus melaksanakannya, akan tetapi jika pihak suami 
mengingkarinya dengan mengabaikan perintah tersebut selama satu bulan, maka 
kasus ini boleh diajukan oleh mantan isteri kepada BSK agar BSK dapat 
mengambil tindakan lebih lanjut dalam menangani kasus ini. 
Berdasarkan fakta empiris di Kantor Bahagian Sokongan Keluarga di 
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah, terdapat 405 kasus yang berkaitan 
dengan kasus  nafkah dan sebanyak 161 darinya adalah kasus mengenai 
kewajiban terhadap nafkah isteri pada tahun 2017 yang mana ramai mantan suami 
tidak memberikan nafkah kepada mantan isteri pasca perceraian. Hal ini 
menyebabkan ramai mantan isteri yang menderita dan berada dalam kesusahan 
setelah bercerai.  
Berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung di Kantor 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri 
Kedah, didapati bahwa keberkesanan BSK dalam penegakan hukum diakui oleh 
pelbagai pihak. Rata-rata menunjukkan bahwa BSK berhasil membantu 
menyelesaikan masalah terutama dengan memastikan perintah mahkamah 
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dilaksanakan. Antara isu utama yang sering dipersoalkan adalah mengenai mantan 
suami yang tidak membayar nafkah isteri pasca perceraian sedangkan ia memiliki 
kemampuan. Menurut Puan Siti Sakinah Binti Abd Rahman, Penolong Pengarah 
Kanan (Asisten Direktur Kanan) Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga (SBSK) 
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah (JKSNK), ia menyatakan tugas Kantor 
BSK adalah mendapatkan informasi mantan suami yang gagal membayar nafkah 
sebagaimana yang telah diperintahkan oleh mahkamah dan memanggil pihak-
pihak berkaitan bagi menjalani proses mediasi untuk mengetahui faktor kegagalan 
pembayaran tersebut.
7
. 
Oleh karena itu, penulis berpendapat, hal ini merupakan peluang besar 
bagi penulis untuk dapat menyumbang sedikit ilmu pengetahuan. Sekaligus untuk 
mengetahui, bagaimanakah Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman 
Syariah Negeri Kedah (BSK JKSNK) menangani masalah tersebut.  
Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah 
penelitian ilmiah, dengan judul: “Peran Bahagian Sokongan Keluarga dalam 
Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus di 
Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia).’’ 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka dapat 
dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 
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 Puan Siti Sakinah Binti Abd Rahman, Wawancara Penolong Pengarah Kanan (Asisten 
Direktur Kanan) Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga (SBSK) Jabatan Kehakiman Syariah 
Negeri Kedah (JKSNK), 03 September 2018. 
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1) Bagaimana peran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam menjamin 
terpenuhinya nafkah isteri pasca perceraian? 
2) Bagaimana efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) terhadap masalah 
penegakan nafkah isteri pasca perceraian? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian 
ini bertujuan: 
1) Untuk mengetahui peran Bahagian Sokongan Keluarga dalam menjamin 
terpenuhinya nafkah isteri pasca perceraian 
2) Untuk mengetahui efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) terhadap 
masalah penegakan nafkah isteri pasca perceraian. 
 
1.4 Penjelasan Istilah 
Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-
istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan 
dari istilah-istilah berikut: 
1.4.1  Peran 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran bermaksud “sesuatu yang 
menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama8”. Peran adalah 
suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu yang dapat 
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Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta, Balai Pustaka, 
2005) hlm. 870 
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dalam masyarakat sebagai organisasi, selanjutnya dapat diterjemahkan sebagai 
peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. 
1.4.2  Bahagian Sokongan Keluarga  
Bahagian Sokongan Keluarga (Lembaga penasehat dan bantuan keluarga) 
merupakan sebuah departemen di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia 
yang menjalankan fungsinya di Mahkamah Syariah. BSK merupakan satu 
bahagian baru yang ditubuhkan rentetan daripada permasalahan, pelaksanaan dan 
penguatkuasaan perintah pembayaran nafkah yang berfungsi untuk memberi 
jaminan bagi isteri melakukan pemantauan kembali terhadap perintah nafkah yang 
dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Tugas utama BSK adalah memastikan 
perintah yang diputuskan oleh mahkamah dihormati dan dilaksanakan oleh 
mantan suami. 
1.4.3  Nafkah Isteri 
Maksud Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku 
menurut keadaan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain
9
. Yang 
dimaksudkan dengan isteri adalah sesuatu yang memiliki pasangan10 yaitu wanita 
yang telah menikah atau bersuami. Nafkah merupakan pemberian dari suami yang 
diberikan kepada isteri setelah adanya akad yang sah, dan karena keberlangsungan 
bersenang-senang sebagaimana isteri taat kepada suami, mengatur rumah tangga 
dan mendidik anak-anak. Banyakknya nafkah yang diberikan adalah sesuai 
dengan kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami. 
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Syaikh Hassan Ayyub, Fikih Keluarga, (terj. Abdul Gofar EM), Cet. 1, (Jakarta: Pustaka 
Al-Kautsar,2001), hlm. 443. 
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Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 245. 
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1.4.4  Pasca Perceraian  
Pasca bentuk terikat, sesudah.11Perceraian merupakan terputusnya keluarga 
karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan 
sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. 
Perceraian bisa terjadi akibat talak yang berasal dari pihak suami, akibat khulu‟ 
atas inisiatif isteri, dan akibat fasakh atas inisiatif pihak ketiga seperti syiqāq, 
nusyuz, liʻan, ila‟, dan ẓihar.12  
1.4.5  Mahkamah Syariah 
Pengadilan Agama yang berwewenang dalam menegakkan hukum. 
Mahkamah Syariah ditubuhkan oleh Enakmen13 Pentadbiran Agama Islam Negeri 
berfungsi membicarakan kasus-kasus yang diperuntukkan oleh enakmen. 
Mahkamah Syariah juga merupakan lembaga peradilan yang menangani dan 
menjatuhkan hukuman ke atas orang islam untuk pelanggaran perdata dan pidana 
sesuai dengan yurisdiksi yang mereka miliki. 
 
1.5 Kajian Pustaka 
Dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi akan mendekati sempurna jika 
di dalamnya terdapat kajian pustaka yang dapat membantu mempermudahkan 
dalam proses penelitian yaitu berupa buku-buku yang berkait topik skripsi. 
Umumnya penelitian berkaitan nafkah banyak, tetapi penelitian secara khusus 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Pusat Bahasa, Departement 
Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1027. 
12
Agustin Hanafi, Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan 
Indonesia, (Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, Edisi Satu, Cet. 1, 2013), hlm. 200. 
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Enakmen bermaksud klasifikasi (cabang) dari Undang-undang Perlembagaan 
Persekutuan Malaysia. 
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mengenai lembaga menanggulangi permasalahan pelaksanaan dan penegakan 
perintah nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah masih sangat 
berkurang. Oleh itu, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa 
literature yang berkaitan dengan topik dan objek permasalahan. Di antaranya 
adalah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah 2008, Undang-
Undang Keluarga Islam Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia 2007, 
Buku Petunjuk Bahagian Sokongan Keluarga (Edaran: Jabatan Kehakiman, 
Negeri Kedah), dan sebagainya turut digunakan sebagai rujukan. 
Penulis juga mendapati beberapa skripsi lain yang dikaji: Pertama, 
pembahasan yang berjudul “Efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) 
dalam Penyediaan Dana Cadangan Untuk Nafkah Isteri dan Anak (Studi Kasus di 
Mahkamah Syariah Terengganu)” hasil karya saudari Nan Mardhiatul Akmal 
binti Long Kamaruddin mahasiswi Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 
Fakultas Syari‟ah Dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga 2015. Perbedaan skripsi 
ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah peran Bahagian Sokongan 
Keluarga (BSK) dalam masalah pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian. 
Walaupun konsep kedua penelitian ini hampir sama di kantor Bahagian Sokongan 
Keluarga (BSK), namun karya saudari Nan Mardhiatul Akmal lebih tertumpu 
kepada BSK dalam penyediaan dana cadangan untuk nafkah isteri dan anak.
14
 
Kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh saudari Noralifah Binti Abu 
Naim mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas 
                                                          
14Nan Mardhiatul Akmal binti Long Kamaruddin, Skripsi tentang: „‟Efektifitas Bahagian 
Sokongan Keluarga (BSK) dalam Penyediaan Dana Cadangan Untuk Nafkah Isteri dan Anak 
(Studi Kasus di Mahkamah Syariah Terengganu)‟‟, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari‟ah 
dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015. 
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Syari‟ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah 2011 yang berjudul “Peran Mahkamah 
Syariah Menyelesaikan Sengketa Pengabaian Nafkah dalam Perkawinan (Studi 
Kasus di Mahkamah Syariah Jasin Melaka, Malaysia)‟‟.15 Perbedaan skripsi ini 
adalah pokok pokok permasalahan yang dikaji yaitu tuntutan nafkah tertunggak 
isteri ketika masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan bagaimanakah solusi 
Mahkamah Syariah menyelesaikan masalah ini. Manakala skripsi ini penulis ingin 
mengkaji  peran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam masalah pemenuhan 
nafkah isteri pasca perceraian. 
Ketiga, pembahasan tentang “Pengabaian Nafkah Isteri dalam Masa 
„Iddah Menurut Hukum Islam” (Studi Kasus di Kecamatan Gunung Meriah 
Kabupaten Aceh Singkil) hasil karya Muktar.
16
 Penelitian tersebut membahaskan 
permasalahan tentang pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah isteri 
dalam tempoh „iddah dan faktor-faktor terjadinya pengabaian nafkah isteri dalam 
tempoh „iddah. Hasil penelitian tersebut didapati suami wajib memberikan nafkah 
„iddah bagi isteri yang diceraikannya serta nafkah bagi anak-anak yang 
ditinggalkannya sebagaimana yang termaktub dalam surat At-Ṭalaq ayat 6.  
Keempat, pembahasan tentang “Nafkah Iddah Bagi Isteri Pada Perkara 
Gugat Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Mahkamah Syarʻiyah Aceh)”17 
karya Abdul Aziz Al Jabbar. Kewajiban menjalani masa „iddah bagi isteri 
                                                          
15Noralifah Binti Abu Naim, Skripsi tentang: “Peran Mahkamah Syariah Menyelesaikan 
Sengketa Pengabaian Nafkah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Jasin 
Melaka, Malaysia)‟‟, (Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syari‟ah  IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 
2011. 
16
 Muktar: “Pengabaian Nafkah Isteri dalam Masa „Iddah Menurut Hukum Islam (Studi 
Kasus di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)”, (Skripsi tidak dipublikasi), 
Fakultas Syari‟ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012. 
17
 Abdul Aziz Al Jabbar, skripsi tentang: “Nafkah Iddah Bagi Isteri Pada Perkara Gugat 
Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Mahkamah Syar‟iyah Aceh)”, (Skripsi tidak 
dipublikasi), Fakultas Syari‟ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011. 
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didampingi oleh kewajiban suami untuk memberikan nafkah, maskan, dan kiswah 
yang biasa dikenal dengan nafkah „iddah maupun mutʻah. Dalam pemahaman dan 
praktek yang berkembang dalam masyarakat umum, pemberian nafkah „iddah 
hanya terjadi pada perkara cerai talak tetapi sangat jarang terjadi pada perkara 
cerai gugat. Berdasarkan permasalahan tersebut, didapati beberapa putusan 
Mahkamah Syarʻiyah Aceh memutuskan keharusan suami menunaikan kewajiban 
untuk memberikan nafkah „iddah bagi isteri dalam perkara cerai gugat 
dikarenakan kesalahan suami serta pertimbangan maslahat. Kasus ini merujuk 
kepada Pasal 149 Poin b Kompilasi Hukum Islam. 
Kelima, penulis turut merujuk kepada buku terbitan Dinas Syariʻat Islam 
yang berjudul “Nafkah Isteri Dalam Perspektif Fikih, (Tela‟ah Terhadap 
Pendapat Jumhur Ulama dan Ibn Hazm)”18, hasil tulisan Khairizzaman di mana 
di dalam buku ini dibahaskan mengenai masalah nafkah isteri. Berdasarkan 
hukum asal nafkah isteri pada dasarnya disepakati bahwa ianya sebagai suatu 
kewajiban yang harus dipikul oleh suami. Bertitik tolak dari tema tersebut, 
didatangkan beberapa pendapat dari ulama-ulama terdahulu dan dibahaskan 
mengenai pendapat mereka di dalamnya. Di antaranya mengenai pendapat Ibnu 
Hazm yang menyatakan sekiranya suami berada dalam kesulitan, maka kewajiban 
itu beralih dari seorang suami kepada isteri sebagaimana halnya dalam persoalan 
warisan yang bisa saling mewarisi, dan ini dikaitkan dengan realitas masyarakat 
menunjukkan betapa banyak para isteri bahu-membahu dalam mencari rezeki 
bersama suami. Jadi, menurut beliau tidak seharusnya seorang isteri menggunakan 
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 Khairizzaman, Nafkah Isteri Dalam Perspektif Fikih, (Tela‟ah Terhadap Pendapat 
Jumhur Ulama dan Ibn Hazm), (Aceh: Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh, 2011), hlm. 92. 
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fasilitas fasakh apabila suaminya berada dalam kondisi kesulitan dan 
ketidakmampuan. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penulis menemukan bahwa 
belum ada yang memiliki kesamaan terhadap penelitian yang dibahas oleh penulis 
yaitu tentang  peran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam masalah 
pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi 
Syariah Kedah). 
 
1.6 Metode Penelitian 
Dalam melakukan suatu penelitian, memerlukan metode dan teknik 
pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang teliti dan sesuai dengan 
permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Penelitian merupakan proses 
penyelidikan yang tepat, sistematis, dan akurat.19 
1.6.1  Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu kajian lapangan 
(field research) dan penelitian yuridis normatif yaitu kajian kepustakaan (library 
research). Penelitian ini dinamakan penelitian lapangan (field research) karena 
penulis langsung ke lapangan yaitu ke Kantor Bahagian Sokongan Keluarga 
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah (BSK JKSNK) untuk menggali dan 
meneliti data yang ada di lapangan terhadap latar belakang yang 
dipermasalahakan.
20
 Kemudian penelitian ini juga menggunakan penelitian 
kepustakaan (library research) yaitu dengan menelitian dan mengkaji buku-buku 
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Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif(Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 9. 
20
 Winarmo Surachmad, Dasar dan Teknik Research, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 75  
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sebagai data rujukan. Penelitian kepustakaan merupakan tahapan penting. Bahkan 
dapat dikatakan bahwa penelitian kepustakaan merupakan separuh dari 
keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri.
21
  
1.6.2 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 
skripsi ini adalah: 
a. Observasi 
Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator 
suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut.22 
Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan 
langsung di lokasi Kantor Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman 
Syariah Negeri Kedah untuk memperoleh informasi yang berkaitan. 
b. Wawancara 
Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk 
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya 
atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat 
yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).
23
 Penulis menggunakan 
teknik wawancara langsung dengan beberapa pihak, yaitu; Pegawai dari Jabatan 
Kehakiman Syariah Negeri Kedah (JKSNK) di Bahagian Sokongan Keluarga 
(BSK) dan satu orang Pegawai Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk di Jabatan Hal 
Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman (JHEAIK) untuk mendapatkan 
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  Bambang sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 1997), 
hlm.112 
22
 Ibid.., hlm. 85. 
23
 Ibid.., hlm. 234. 
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informasi yang dikehendaki sebagai subjek penelitian. Seterusnya, penulis turut 
mewawancara empat orang responden daripada pihak yang telah mengalami kasus 
perceraian yang terkait nafkah isteri yaitu dua orang isteri yang tidak mendapat 
nafkah setelah bercerai dan dua orang suami yang mengabaikan perintah nafkah 
isteri pasca perceraian. 
c. Telaah Dokumentasi  
Telaah dokumentasi yaitu sebagai kumpulan data-data tertulis seperti 
menelaah Enakmen Seksyen 66 (1) dan (2), Enakmen Undang-Undang Keluarga 
Islam (Negeri Kedah) 2008, Rang Undang-undang Tatacara Mal Mahkamah 
Syariah Negeri Kedah 2014, seterusnya Statistik Kasus Mal Nafkah Bahagian 
Sokongan Keluarga (BSK) tahun 2015 sehingga 2017 di Negeri Kedah Darul 
Aman serta Statistik Kasus Penceraian bagi tahun 2015 sehingga 2017 yang 
diperolehi dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman 
(JHEAIK) yang dapat mendukung keotentikan hasil wawancara dan sebagai 
rujukan kepada kasus yang dibahas. 
1.6.3 Analisis Data  
Data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara dan tela‟ah 
dokumentasi kemudian dideskripsi, diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan 
penelitian, menghasilkan data yang berkaitan dengan peran BSK dalam masalah 
pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian. 
Dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada buku Pedoman 
Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariʻah Dan 
Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014. Untuk terjemahan ayat-
16 
 
ayat al-Qur‟an dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil dari al-Qur‟an dan 
terjemahannya terbitan Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah tahun 
2008.  
 
1.7 Sistematika Pembahasan 
Skripsi ini ditulis dalam empat bab. Antara bab yang satu dengan bab yang 
lainnya saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan. Adapun sistematika 
pembahasannya adalah sebagai berikut: 
Bab Satu merupakan pendahuluan, dalam bab ini diuraikan latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, 
metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab Dua merupakan bab teoritis, yang dapat dijadikan sebagai landasan 
dalam mengadakan penelitian. Bab ini membahas tentang pengertian dan dasar 
hukum nafkah isteri, nafkah isteri pasca perceraian, syarat-syarat nafkah isteri 
pasca perceraian menurut Hukum Islam dan pengabaian nafkah isteri pasca 
perceraian menurut Hukum Islam. 
Bab Tiga adalah bab yang membahaskan tentang hasil penelitian yang 
telah dikemukakan tentang peran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam 
menjamin terpenuhinya nafkah isteri pasca perceraian, profil pembentukan 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), mengenai peran Bahagian Sokongan 
Keluarga (BSK) dalam menjamin terpenuhinya nafkah isteri pasca perceraian, 
mengenai efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) terhadap masalah 
penegakan nafkah isteri pasca perceraian. Selanjutnya, mengenai analisis penulis 
17 
 
terhadap Bahagian Sokongan Keluarga adakah berhasil mengurangkan kasus-
kasus pengabaian nafkah dan bagaimana cara mendapatkan mantan suami ini 
melaksanakan tanggung jawab terhadap nafkah isteri. 
Bab Empat merupakan bagian penutup dari keseluruhan pembahasan 
skripsi yang berisi kesimpulan dan saran yang dianggap dapat bermanfaat bagi 
pembaca.
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BAB DUA 
LANDASAN TEORITIS NAFKAH ISTERI MENURUT 
HUKUM ISLAM 
 
2.1  Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah Isteri 
2.1.1 Pengertian Nafkah Isteri  
Sebelum membahas pengertian nafkah isteri, di sini akan diperkenalkan 
terlebih dahulu pengertian nafkah itu sendiri. Nafkah menurut bahasa (Etimologi) 
berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata infaq, yang merupakan isim masdar majid 
dari infaqa, yunfiqu, infaaqotan, yang berarti membelanjakan. Menurut istilah ahli 
fiqih, nafkah merupakan pegeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang 
wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, 
tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup 
seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.
24
 Nafkah wajib semata karena adanya 
akad yang sah, penyerahan diri isteri kepada suami, dan memungkinkannya 
bersenang-senang.
25
  
Para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah. Antaranya 
sebagaimana disebutkan dalam Mu‟jamul Wasith, yaitu apa-apa yang dikeluarkan 
oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, 
dan sebagainya.
26
 Nafkah ini juga mencakup keperluan isteri sewaktu melahirkan, 
seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta 
                                                          
24
 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dina Utama, 1993),  hlm. 100. 
25
 Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 212. 
26
 Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin S, Fiqih Madzhab Syafi‟i, (Bandung: Pustaka Setia, 
2007), hlm. 425.  
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rumah sakit dan termasuk juga di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis 
isteri.  
Menurut Kamus Undang-Undang, maintenance (nafkah) merupakan 
peruntukan makanan, pakaian dan lain-lain keperluan asas kehidupan.
27
 Di dalam 
Kamus Hukum pula defenisi nafkah diberikan secara umum yaitu, belanja untuk 
memelihara kelangsungan hidup.
28
 Adapun yang dimaksudkan dengan nafkah di 
sini adalah pemenuhan kebutuhan hidup isteri dalam bentuk makanan, pakaian 
dan perumahan yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada isterinya untuk 
memenuhi keperluan sehari-hari. Pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami ini 
merupakan hak bagi isteri. Karena itu hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat 
dipisah-pisahkan dan ia merupakan ikatan yang erat dan apabila salah satu pihak 
lalai maka ia dapat mengakibatkan putusnya ia dari ikatan. 
Dalam Kajian Hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan 
kewajiban antara suami dan isteri. Diantaranya, pihak isteri berhak mendapatkan 
nafkah dari pihak suami yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami 
terletak kewajiban untuk menafkahi isterinya.
29
 Bagi aliran Hanafiyyah, 
kewajiban memberi nafkah atas diri suami adalah sebagai imbalan dari kewajiban 
isteri untuk mematuhi ketentuan-ketentuan suaminya. Oleh karena yang menjadi 
sebab kewajiban nafkah adalah suami berhak membatasi gerak-gerik isteri dan 
isteri wajib memberikan loyalitasnya kepada suami, maka hak nafkah menjadi 
                                                          
27
 Kamus Undang-Undang, (Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd., 2007), hlm. 335. 
28
 Sudarsono, Kamus Hukum: Edisi Baru, (Jakarta: Rineka Cipta & Bina Adiaksara, 
2015), hlm. 88. 
29
 Satria Effendi, Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis 
Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 152. 
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gugur apabila isteri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. Nusyuz 
(keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah 
bagi isteri.
30
 
Seterusnya, mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafiʻiyah, dan 
Hambaliyah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan 
menafkahi isterinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami-
isteri. Hubungan suami isteri yang telah diikat dengan tali perkawinan sah di 
samping mempunyai konsekuensi di mana pihak suami berkewajiban memberikan 
nafkah kepada isterinya. Perbedaannya dengan pemahaman aliran Hanafiyyah di 
atas adalah, pada aliran Hanafiyyah tersebut tekanan kewajiban nafkah adalah 
pada adanya kerja sama antara suami dan isteri yang diikat dengan tali 
perkawinan.
31
 Oleh karena itu, nafkah jelas menjadi kewajiban suami
32
 kepada 
isteri setelah suami menikahi isterinya, maka itu sudah menjadi tanggung jawab 
suami untuk menafkahi isteri. 
2.1.2   Dasar Hukum Nafkah Isteri 
Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami 
terhadap isterinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat 
tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu 
kaya. Terdapat banyak dalil yang menyebutkan tentang nafkah. Maka di sini, 
penulis menyebutkan beberapa dalil yang menjadi dasar hukum tentang nafkah 
                                                          
30
. Ibid.., hlm 155. 
31
 Ibid.., hlm 155. 
32
 Anshori Umar Sitanggal, Fiqih Wanita, Cet. 25, (Semarang: CV.Asy-Syifa‟, 2008), 
hlm. 479. 
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yang terdapat dalam al-Qur‟an, sunnah, ijmak ulama dan Enakmen Undang-
Undang Seksyen 66 Keluarga Islam Kedah Tahun 2008. 
1) Al-Qur‟an 
Surah At-Ṭalaq ayat 7: 
                         
                              
                 
Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa 
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 
kelapangan sesudah kesempitan.” [QS. At-Ṭalaq (65): 7] 
Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau 
pembelanjaan untuk isterinya, menurut kemampuannya.
33
 Jika ia orang yang 
mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, 
yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas 
juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah 
menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi 
orang yang beriman serta Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 
kesempitan. 
 
                                                          
33
Muhammad Noor, Tafsir Pimpinan Al-Rahman, Cet 11, (Kuala Lumpur: Darulfikir, 
2000), hlm. 559. 
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Surah al-Baqarah ayat 233: 
               ……. 
Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 
kadar kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233). 
Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya 
diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan 
menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya 
pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.
34
 
Dalam Tafsir Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah 
berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan 
menurut yang semestinya.
35
 Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan 
bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang 
ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang berada dibawah tanggung 
jawabnya untuk memelihara dan merawatnya. Jadi suami berkewajiban memberi 
nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir 
dalam memberi nafkah sehingga si isteri menderita dikarenakan sifat itu. 
 
 
 
                                                          
34
 Tihami dan Sahrani Sohari, Fikih Munakahat (Kajian  fikih  Nikah  Lengkap), (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2013), hlm. 166. 
35
 Bahrun Abubakar, Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asabaabun Nuzul, Jilid 1, 
(Bandung: Sinar Baru Algensidndo, 2015), hlm. 130. 
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Surah at-Ṭalaq ayat 6: 
                         
     
Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS al-Ṭalaq [65]: 6) 
Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban ke atas suami untuk 
menyediakan tempat tinggal yang layak buat isteri sesuai dengan kemampuan si 
suami. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati 
isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan 
orang lain tinggal bersama dia.
36
  
2) Sunnah 
ةيواعم نب ميكح نعو  اندحأ جوز قح ام ! للها لوسر اي : تلق : لاق ويبأ نع
لاو , تيستكا اذإ اىوسكتو , تلكأ اذإ اهمعطت : لاق ؟ ويلع  , وجولا برضت
 و دحمأ هاور( .تيبلا في لاإ رجته لاو , حبقت لاو نبإ  ,ئاسن , دواد وبأ
.)وجام37 
 
Artinya : “Dari Hakim bin Muʻawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, 
Wahai Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap isterinya? Beliau 
menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, 
                                                          
36
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya Jilid X, (Yogyakarta:  Dana Bhakti 
Wakaf, 1991), hlm. 209. 
37
 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, (Jakarta: Gema 
Insani, 2013), hlm. 447. 
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engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memikul 
muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat 
tidurnya), kecuali didalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa‟i, 
Ibnu Majah). 
Dari hadits di atas menerangkan tenang kewajiban suami terhadap 
isterinya untuk memberikan jaminan berupa: 
1. Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan. 
2. Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya. 
3. Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya. 
3) Ijmak Ulama 
Para Fuqaha‟ telah bersepakat bahwa nafkah untuk isteri hukumnya wajib 
atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika si isteri berlaku nusyuz. 
Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi isteri yang masih kecil yang belum 
siap digauli. 
Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan 
pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan isteri yang layak 
digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka 
berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang isteri itu masih kecil dan 
hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka isteri seperti ini tidak 
berhak atas nafkah. 
Dalil ijmak daripada Ibnu Qudamah berkata: “Ahli ilmu sepakat wajibnya 
nafkah isteri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali isteri yang 
nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai isteri).” Ibnu Mundzir dan yang lain 
25 
 
menyebutkannya dan berkata: “Di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang 
tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberi nafkah 
padanya.”38 
4) Perundang-undangan 
Negara Malaysia selain menggunakan sumber utama hukum Islam yang 
mengatur kehidupannya, juga memiliki produk hukum yang dibuat oleh Negara. 
Hukum produk dari sebuah Negara akan mengikat warga Negaranya dan harus 
melaksanakan sebagaimana yang telah diatur di dalamnya. 
Dalam Perundang-undangan Di Malaysia sangat memfokuskan terhadap 
masalah pengabaian nafkah isteri pasca perceraian oleh mantan suami. Ketentuan 
hukum yang memgatur tentang perihal hak terhadap nafkah atau pemberian 
selepas perceraian telah diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 
No. 66 Tahun 2008 yaitu:   
1. Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada 
suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perintah Mahkamah hendaklah 
terhenti apabila tamat tempoh „iddah atau apabila isteri menjadi nusyuz. 
2. Hak isteri yang diceraikan untuk menerima pemberian daripada mantan 
suaminya di bawah sesuatu perjanjian hendaklah terhenti di atas perkawinan 
semula isteri itu.
39
 
Sepertimana yang termaktub dalam undang-undang, ternyata isteri juga 
mendapat perlindungan dan hak terhadap pemberian nafkah pasca perceraian. 
                                                          
38
 Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 214. 
39
 Seksyen 66 (1) dan (2), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kedah) 2008, 
hlm. 352. 
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Dengan adanya ketentuan ini, memberikan peluang kepada isteri untuk membuat 
tuntutan nafkah jika suami gagal atau enggan membayar nafkah selama 
perkahwinan dan sekaligus mengembalikan hak isteri. Bahkan, ketentuan ini 
sebagai jaminan kepastian hukum agar tidak adanya perlecehan-perlecehan 
terhadap hak isteri. Hal ini bertepatan dengan fungsi Mahkamah Syariah untuk 
memartabatkan syi‟ar Islam dengan penerapan Undang-Undang Islam dalam 
membicarakan dan memutuskan kasus-kasus yang diatur dalam Enakmen juga 
berfungsi sebagai lembaga pengurusan masalah kekeluargaan. 
 
2.2 Nafkah Isteri Pasca Perceraian  
Pemenuhan nafkah isteri bukan hanya ketika ikatan perkawinan masih 
terjalin, namun ketika pasca perceraian, nafkah isteri juga harus dipenuhi. Agama 
sangat jelas mengatur dan menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan 
pemenuhan nafkah isteri. Problem seputar nafkah isteri pasca perceraian sering 
kali menjadi kasus yang tak kunjung usai, karena banyak terjadi dari pihak 
mantan suami yang lalai memenuhi kewajibannya terhadap mantan isterinya, 
akibatnya pihak isteri sering kali dirugikan. Hal ini disebabkan karena masih 
banyak masyarakat yang belum melek hukum, terutama yang berkaitan dengan 
hukum-hukum agama. Di sisi lain, si suami masih cenderung menyepelekan 
kewajiban karena dianggap persoalan tersebut sudah selesai seiring dengan 
putusan cerai, sehingga banyak yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap 
pemberian nafkah. 
27 
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dijelaskan bilamana perkawinan 
putus karena talak, maka mantan suami wajib: 
1) Memberikan mutʻah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang 
atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla al dukhul. 
2) Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada 
mantan isteri selama dalam iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak 
bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 
3) Melunasi hutang yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla 
al dukhul.  
4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 
21 tahun.
40
  
Imam Malik memandang nafkah pasca perceraian menjadi tidak wajib bila 
terjadi talak ba‟in kecuali isteri sedang hamil, sedangkan untuk talak rajʻi wajib 
nafkah (semua jenis, hamil atau tidak) sampai habis masa „iddah. Menurut Imam 
Syafiʻi memberi nafkah pasca perceraian sampai masa „iddah untuk talak rajʻi, 
sedangkan talak ba‟in tidak wajib dengan alasan sesudah talak ada hubungan 
(istimta‟).41  
Menurut Anshori
42
, nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para 
suami, dimana seorang suami memberi nafkah kepada isteri-isterinya meskipun 
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 Perkawinan&Kompilasi Hukum Islam, Cet 7, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 
368.  
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 Khairuddin Nasution, Islam tentang relasi suami & isteri (hukum perkawinan), 
(Yogyakarta: Akademia & tazzafa, 2004), hlm. 181. 
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 Anshori Umar, Fiqh Wanita, (Semarang: Asy‟syifa‟, tt), hlm. 460. 
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telah bercerai dan masih dalam masa iddah, sebagaimana firman Allah SWT 
dalam surat Al-Baqarah: 241: 
                  
Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh   
suaminya) mut‟ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban 
bagi orang-orang yang bertaqwa.” 
Kewajiban memberi nafkah terhadap isteri tetap berlaku walau setelah 
terjadinya perceraian antara suami isteri yakni sesudah jatuhnya talak, dengan 
harapan dapat mengembalikan hati yang marah menjadi tenang kembali. Isteri 
yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan 
suaminya selama berada dalam masa ʻiddah, karena dalam masa itu dia tidak 
boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah 
sempurna sebagaimana yang belaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk 
hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa „iddah yang dijalaninya, 
tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. Adapun hak-hak 
mereka itu adalah sebagai berikut:  
1) Isteri yang dicerai dalam bentuk talak rajʻi, hak yang diterimanya adalah 
penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk 
perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal.  
2) Isteri yang dicerai dalam bentuk talak ba‟in, baik bain sughro atau bain kubra, 
dia berhak atas tempat tinggal bila ia tidak dalam keadaan hamil. Apalagi ia 
dalam keadaan hamil, selain mendapatkan tempat tinggal ia jua mendapatkan 
nafkah selama masa hamilnya itu. Inilah pendapat jumhur ulama‟.  
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3) Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal yang disepakati ialah bahwa ia 
berhak mendapatkan tempat tinggal selama dalam „iddah, karena ia harus 
menjalani masa iddah di rumah suaminya dan tidak dapat kawin selama masa 
itu. Adapun nafkah dan pakaian kebanyakan ulama menyamakannya dengan 
cerai dalam bentuk talak ba‟in.43 
Dalam hukum islam, wanita yang ditalak suaminya dan sekiranya tempoh 
ʻiddahnya telah habis, ia boleh melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. 
Dengan terjadinya perkawinan baru ini, hubungan mantan suami dengan isteri 
tersebut telah benar-benar putus, sehingga dengan sendirinya isteri tidak lagi 
berhak menerima nafkah dari mantan suaminya, demikian juga sebaliknya yaitu si 
suami tidak lagi berkewajiban dalam memberi nafkah kepada mantan isterinya.
44
 
Berdasarkan ketentuan undang-undang  di Malaysia tentang nafkah isteri 
pasca perceraian ialah isteri berhak menerima pemberian nafkah daripada 
suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perintah Mahkamah pasca perceraian dan 
pemberian nafkah tersebut terhenti apabila tamat tempoh „iddah atau apabila isteri 
berlaku nusyuz. Seterusnya, Mahkamah Syariah berkuasa memerintahkan mana-
mana pihak dari susunan waris lelaki mengikut tertib „asobah dan faraidh 
membayar nafkah kepada isteri jika suami tidak berkeupayaan sepenuhnya atau 
sebagian disebabkan kerusakan otak, jasmani atau tidak sehat. Selain itu, 
Mahkamah Syariah juga mempunyai wewenang penuh dalam mengubah perintah 
nafkah yang dikeluarkan termasuk mengubah syarat-syarat sesuatu perjanjian 
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 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm, 144. 
44
 Muhammad Syaifuddin, et al., Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm, 
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tentang nafkah yang dibuat oleh suami dan isteri di samping berupaya 
membatalkan perintah yang masih efektif dari masa ke semasa mengikut 
kesesuaian kasus.
45
 
 
2.3 Syarat-Syarat Nafkah Isteri Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam 
Untuk mendapatkan nafkah, harus dipenuhi beberapa syarat, apabila ianya 
tidak terpenuhi, maka si isteri tidak akan mendapat nafkah. Berikut merupakan 
beberapa persyaratan agar nafkah berhak didapatkan:
46
 
1) Akad pernikahan yang dilaksanakan adalah sah. 
2) Isteri menyerahkan dirinya kepada suami. 
3) Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya. 
4) Isteri tidak menolak untuk berpindah ke tempat mana yang dikehendaki oleh 
suami. 
5) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami-isteri. 
Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, si isteri tidak wajib 
diberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami isteri 
tersebut wajib bercerai bagi mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. 
Begitu juga jika isteri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada 
suaminya atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau isteri enggan pindah ke 
tempat yang dikehendaki suaminya, dalam hal seperti ini tidak diwajibkan nafkah. 
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 Seksyen 66 (1) dan (2), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kedah) 
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Hal ini dimungkinkan karena penahanan yang dimaksud sebagai dasar hak 
penerimaan nafkah tidak dapat diwujudkan. 
Hal itu karena tidak terwujudnya penahanan merupakan sebab wajibnya 
nafkah, sebagaimana harga tidak wajib dibayar apabila si penjual tidak mau 
menyerahkan barang yang dijual atau apabila dia menyerahkan di satu tempat 
tanpa tempat yang lain. Nabi Muhammad SAW, menikah dengan Aisyah dan baru 
tinggal setelah dua tahun kemudian. Beliau tidak memberi nafkah kepada Aisyah 
kecuali sejak beliau menggaulinya.
47
 
Jika isteri menyerahkan dirinya kepada suami ketika dia masih kecil, dan 
dia belum bisa disetubuhi, maka menurut para ulama‟ Mazhab Maliki dan 
menurut pendapat yang benar dari Mazhab Asy-Syafiʻi nafkah tidak wajib 
diberikan kepadanya. Kemungkinan yang sempurna untuk dinikmati tidak ada di 
dalam dirinya (sang isteri tersebut) sehingga dia tidak berhak untuk mendapat 
penukar, yaitu nafkah. 
Jika isteri telah baligh dan suami masih kecil, maka menurut pendapat 
yang benar nafkah itu menjadi wajib. Hal itu karena kemungkinan untuk 
dinikmati ada pada isteri, tapi halangan untuk itu muncul dari pihak suami 
sehingga nafkah menjadi suatu hal yang diwajibkan, sebagaimana seandainya 
isteri menyerahkan diri kepada suami ketika suami telah baligh, lalu dia berpaling 
dari isteri. 
Menurut pendapat Hanafi, apabila si suami meminta isterinya yang masih 
kecil tinggal di rumahnya untuk dijadikan sebagai  teman, maka, nafkah wajib 
                                                          
47
 Ibid.., hlm. 696. 
32 
 
diberikan kepada isteri karena suami ridha atas penahanan yang tidak sempurna 
ini. Dan apabia suami tidak menahan isteri di rumahnya, maka tidak ada nafkah 
bagi isteri.
48
 
Jika seorang isteri menderita sakit keras sehingga tidak dapat disetubuhi 
oleh suaminya, ia wajib mendapatkan nafkah. Sangat tidak adil jika isteri yang 
sakit tidak berhak menerima nafkah. Hal yang serupa dengan perempuan yang 
sakit adalah perempuan yang kemaluannya tertutup, perempuan yang kurus 
kering, dan perempuan yang memiliki cacat yang menghalangi suami untuk 
menggaulinya. 
Begitu juga dengan suami, yaitu apabila dia impoten, terpotong 
kemaluannya, dikebiri, menderita penyakit yang menghalanginya untuk 
menggauli perempuan, atau dipenjara karena hutang atau kejahatan yang 
dilakukannya. Dalam kasus ini, kemungkinan untuk dinikmati ada pada pihak 
isteri, sementara halangan muncul dari pihak suami. Ini merupakan sebab yang di 
dalamnya sang isteri tidak dianggap menyia-nyiakan hak suami. Suami sendirilah 
yang telah menghilangkan haknya. 
Nafkah tidak wajib diberikan apabila isteri berpindah rumah dari rumah 
suami ke rumah yang lain tanpa izin dari suami dan tanpa alasan yang syarʻi, atau 
dia berpergian tanpa izin dari suami, atau berihram untuk haji tanpa izin suami. 
Apabila dia berpergian atas izin dari suami, atau berihram atas izin dari suami, 
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atau keluar bersama suami, maka nafkah tidak akan terlepas karena dia tidak 
keluar dari ketaatan kepada suami dan lepas dari genggamannya. 
Nafkah juga tidak wajib diberikan buat isteri jika dia menghalangi suami 
untuk menggaulinya di rumahnya yang di dalamnya suami tinggal bersamanya, 
sedangkan sebelumnya dia tidak pernah meminta untuk berpindah ke rumah lain, 
tapi suami menolak. Apabila sebelumnya dia telah meminta untuk berpindah 
tempat tinggal, tapi sang suami menolak, lalu dia menghalangi suami untuk 
menggaulinya, maka nafkah itu menjadi tidak terlepas. 
Nafkah tidak wajib diberikan jika isteri dipenjara akibat kejahatan atau 
utang, atau apabila dia dipenjara secara zalim. Kecuali apabila suamilah yang 
memenjarakannya karena sang isteri memiliki hutang kepada suami. Dalam 
kondisi ini, suami sendirilah yang telah menghilangkan haknya. Jika seseorang 
melakukan penculikan terhadap isteri orang lain, dan hal ini menghalangi sang 
isteri dari suaminya, maka selama masa penculikan, isteri tidak berhak untuk 
mendapatkan nafkah. 
Begitu juga dengan seorang isteri yang keluar untuk bekerja sedangkan 
suaminya melarang, tapi ia tidak menghiraukannya, ia tidak berhak memperoleh 
nafkah. Begitu juga isteri yang tidak mau disetubuhi suaminya karena sedang 
puasa sunnah atau iʻtikaf sunnah. Dalam keadaan-keadaan tersebut, isteri tidak 
berhak memproleh nafkah sebab ia telah mengabaikan hak suaminya untuk 
menikmati dirinya secara hukum. Lain halnya jika mengabaikan hak suami 
tersebut dibenarkan oleh hukum, hak nafkahnya tidaklah gugur. Contohya, isteri 
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tidak mau taat kepada suaminya karena tempat tinggalnya tidak wajar atau suami 
tidak amanah, baik terhadap diri maupun harta isterinya.
49
 
 
2.4 Pengabaian Nafkah Isteri Menurut Hukum Islam 
Nafkah secara syarʻi membawa maksud mencukupi kebutuhan orang-
orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara baik, mencakupi makanan, 
pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang mengikutinya.
50
 Kebanyakan ulama 
bersepakat bahwasanya sebuah ikatan perkawinan dapat diputuskan dengan 
fasakh. Salah satu sebab seorang isteri dapat menggunakan hak fasakhnya adalah 
apabila suami tidak menunaikan tanggung jawabnya dengan memberi nafkah 
kepadanya. Dasarnya adalah dengan merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh 
Sa‟id Bin Al-Musayyib yang meriwayatkan:  
 نعبيسلما نب ديعس -  لا لجرلا فيديج  ىلع قفني ام ولىأ– :لاق  قرفي
.امهنيب51  
 
Artinya : “Dari Sa‟id Bin Al-Musayyib tentang orang suami  yang tidak mampu 
memberi nafkah isterinya, ia berkata “mereka berdua diceraikan”. 
(H.R. al-Daruquthni). 
Antara faktor suami tidak memberi nafkah kepada isteri adalah 
dikarenakan si suami tidak bertanggung jawab dan enggan memberikan nafkah, 
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atau sebab lain karena memang si suami tidak memiliki harta sama sekali atau 
miskin. Jika suami kesusahan dalam memberikan nafkah, yang wajib ia berikan 
kepada isterinya, maka isteri diberikan pilihan antara bersabar atau menuntut 
untuk membatalkan pernikahan (berpisah). Dan pembatalan nikah oleh suami 
karena alasan tidak mampu (susah) dalam memberikan nafkah merupakan 
pendapatnya jumhur ulama‟.52 
Mayoritas ulama telah bersepakat jika suami tidak mampu memberi 
nafkah kepada isterinya karena miskin, maka isteri berhak mengajukan ke 
pengadilan agar pengadilan dapat menetapkan jumlah nafkah yang harus 
diberikan dan menetapkan kebolehan isteri untuk berhutang atas tanggungan 
suami. Dan sekiranya suami tidak dapat memberikan nafkah karena ia berada 
dalam keadaan kesulitan, ulama berpendapat tidak boleh memenjarakan suami 
yang berada dalam kesempitan dan tidak mampu memberikan nafkah kepada 
isterinya. Perlu diberi waktu pada suami sehingga ia lapang, dengan alasan ayat 
Al-Qur‟an yang menegaskan bahwa jika seseorang berada dalam kesulitan, maka 
berilah waktu sampai ia lapang. 
Menurut mazhab Syafiʻi mengenai hak isteri yang menuntut fasakh, ianya  
tidak gugur sekalipun isteri telah mengetahui kemiskinan suaminya sebelum 
melaksanakan perkawinan. Apabila suami tidak sanggup memberi nafkah kepada 
isterinya, maka suami dapat menyuruh isteri untuk memilih samada hidup 
bersama suami atau bercerai. Jika isteri memilih untuk bercerai, maka isteri itu 
bercerai dengan bukan talak, karena tidak ada sesuatu yang dijatuhkan oleh suami. 
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Dan suami tidak menetapkan kepada seseorang untuk menjatuhkannya.
53
 Mazhab 
Syafiʻi juga menyatakan batas toleransi adalah selama tiga hari agar suami dapat 
memenuhi nafkahnya. 
Dalam hal ini, kewenangan diberikan pada para hakim untuk menentukan 
tempoh waktu tersebut. Sekiranya suami masih belum sanggup memberikan 
nafkah untuk isteri dan isteri berada dalam situasi tidak rela, maka perkawinan itu 
dapat difasakhkan oleh hakim atas permintaan isteri atau isteri memfasakhkan 
sendiri perkawinan itu dengan izin dari hakim. Perbuatan suami yang tidak 
melaksanakan tanggung jawabnya dengan menunaikan kebutuhan nafkah isteri 
akan menyiksa perasaan dan emosi isteri. Hal ini mempunyai kaitannya dengan 
pendapat Imam Malik yaitu bertujuan untuk melepaskan isteri dari kerusakan.
54
 
نيثدحو لا ديج لم اذإ لوقي ناك بيسلما نب ديعس نأ وغلب ونأ كلام نع ر ام لج
امهنيب قرف وتأرما ىلع قفني.55 
Artinya : “Hadist Nabi s.a.w dari Malik r.a menyampaikan bahwasanya Said bin 
Musaiyab berkata ketika seorang lelaki tidak menemukan sesuatu 
yang dapat mencukupi nafkah isteri. Keduanya (suami isteri) tersebut 
boleh diceraikan”. 
Dari hadist di atas telah dinyatakan bahwa seorang suami yang tidak 
mampu memberikan nafkah bagi mencukupi keperluan rumah tangganya boleh 
diceraikan. Menurut Imam Malik berdasarkan situasi ini adalah diharuskan untuk 
memilih samada tetap atau diceraikan, dan Imam Malik lebih memilih untuk 
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diceraikan, karena krisis yang akan terjadi bakal membahayakan pihak isteri maka 
diizinkan bercerai.
56
 Jadi berdasarkan hadist Imam Malik, maka si isteri boleh 
mengajukan fasakh kepada hakim agar hakim dapat mengeluarkan perintah 
kepada suami untuk memberikan nafkah atau menjatuhkan talak.
57
 
Terdapat pendapat lain yang dikemukakan oleh penganut mazhab Hanafi 
seperti Ibn Abidin. Menurut beliau, permasalahan suami tidak mampu memberi 
nafkah kepada isteri tidak dapat dijadikan sebab untuk memfasakh sebuah 
pernikahan. Jika suami tidak bertanggung jawab dan enggan menunaikan hak 
nafkah isteri padahal dia mampu, maka solusinya adalah melalui pengadilan 
(hakim), yaitu dengan menjual harta suaminya itu, lalu dibayarkan kepada 
isterinya, atau penjarakan suami sehingga ia mau membayar nafkah. Jika suami 
miskin atau berada dalam kesusahan, maka peluang harus diberikan kepadanya 
untuk terus mencari nafkah tanpa ada batasan waktu.
58
 
 حيحش لجر نايفس ابأ نإ للها لوسر اي تلاق ةبقع تنب دنى نأ ةشئاع نع
ام لاإ يدلوو نييفكي ام نييطعي سيلو أوىو ونم تذخ  ام يذخ لاقف ملعي لا
 رعلماب كدلوو كيفكيفوز59 
Artinya : “Dari Aisyah r.a berkata: “Sesungguhnya Hindun, putri Utbah pernah 
berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah 
seorang laki-laki yang sangat kikir. Dia memberi selalu tidak 
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mencukupi kebutuhanku dan anakku, kecuali kalau aku mengambil 
miliknya tanpa sepengetahuannya”. Beliau bersabda:”Ambilah 
sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara 
yang baik”. 
Jadi, dari hadis di atas dinyatakan bahwa isteri berhak mengambil 
sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik untuk digunakan bagi 
keperluannya meskipun tidak diketahui suaminya karena situasi ini adalah situasi 
dimana suami telah mengabaikan kewajiban yang sebenarnya merupakan hak 
isteri. Dalam berjudul Fiqih Sunnah menyatakan bahwa jika isteri hidup serumah 
dengan suaminya, ia wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala 
keperluan, seperti makan, pakaian, dan sebagainya dan isteri tidak berhak 
meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan 
kewajibannya itu.
60
 
Jika nafkah yang diberikan tidak mencukupi dikarenakan sifat bakhilnya si 
suami dan tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara‟ maka si isteri berhak 
menuntut nafkah dengan jumlah yang tertentu mengikut kesesuaian keperluan 
seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa 
jumlah nafkah yang berhak diterima isteri serta mengharuskan kepada suami 
untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang isteri kepadanya itu ternyata 
benar.
61
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BAB TIGA 
HASIL PENELITIAN PERAN BAHAGIAN SOKONGAN 
KELUARGA (BSK) DALAM MENJAMIN TERPENUHINYA 
NAFKAH ISTERI PASCA PERCERAIAN 
 
3.1 Profil Pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) merupakan sebuah departemen 
khusus di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) yang berada di bawah 
Jabatan Perdana Menteri (JPM). Pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga 
(BSK) adalah suatu pihak yang berwenang yang mampu mengatasi segala 
permasalahan terkait dengan pemberian nafkah, hal ini untuk memastikan bagi 
mereka yang berhak mendapat keadilan. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk 
memastikan keadilan dalam Islam bukan hanya sekedar peraturan di atas kertas, 
akan tetapi peraturan tersebut perlu dilaksanakan agar semua pihak memperoleh 
haknya sesuai dengan hukum syarak.
62
 
3.1.1 Sejarah Pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) 
Masalah dalam Mahkamah Syariah dengan orang Islam bukanlah satu hal 
yang baru. Dari kasus-kasus litigasi kekeluargaan dan keterlambatan dari pihak 
Mahkamah dalam menyelesaikan suatu kasus, termasuk kasus perceraian, kasus 
tuntutan nafkah, hadhanah, poligami, mutʻah dan harta bersama. Semua kasus di 
atas merupakan topik yang hangat yang di sering diperbincangkan di dalam media  
lokal dan penulisan. Dari berbagai kritik dan pandangan Mahkamah Syariah 
umumnya dan Departemen Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) khususnya telah 
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bekerja keras untuk menemukan solusi bagi masalah ini. Masalah perintah 
pemeliharaan dari Mahkamah Syariah yang gagal atau tidak dapat diandalkan 
telah menarik perhatian para pemimpin nasional. 
Pada tanggal 7 Juni, pihak Musyawarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal 
Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) ke-46 yang diketuai oleh YAB Perdana 
Menteri Malaysia yaitu, Dato‟ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi telah 
menyetujui agar Kehakiman Syariah Malaysia mewujudkan Bahagian Sokongan 
Keluarga (BSK). Ianya dipersetujui rentetan daripada keruncingan masalah 
pengabaian perintah mahkamah berkaitan pemberian nafkah khususnya di 
Malaysia. Hasil persetujuan itu, pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga 
(BSK) di bawah wewenang Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dan telah 
diresmikan pada bulan Oktober 2008 dan diberlakukan sejak April 2009. 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) JKSM telah diresmikan pada 22 
Oktober 2008 oleh YB Dato‟ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri di 
Jabatan Perdana Menteri JKSM, Aras 3, Blok D7, Putrajaya. Dalam hal ini 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) telah menerima dana yang pertama sebanyak 
RM 500,000.00 (Rp. 1,750,000.000.00) dari Majlis Agama Islam Wilayah 
Persekutuan (MAIWP).
63
 Pada bulan Desember 2009, hasil pada suatu pertemuan  
ketua-ketua Hakim Syarie Seluruh Malaysia ke-50 menyetujui penempatan 
Pegawai dan karyawan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di Mahkamah 
Syariah negeri-negeri yang disebut Seksyen Bagian Sokongan Keluarga (SBSK). 
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Pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah 
Negeri Kedah (BSK JKSNK) dibentuk pada 2009 sebenarnya bertindak sebagai 
sebuah Departeman Pemerintahan di bawah lembaga Kehakiman Malaysia untuk 
menegakkan peraturan terhadap  nafkah anak, nafkah iddah atau isteri yang telah 
dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah seluruh Negeri Kedah. Lembaga ini 
berfungsi  untuk menindaklanjuti keputusan dari Mahkamah Syariah demi 
kepentingan pihak yang teraniaya dalam mengembalikan hak-hak mereka yang 
diabaikan setelah Mahkamah mengeluarkan  putusan. 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) ini memfokuskan pada permasalahan 
nafkah isteri yang tidak dipenuhi oleh mantan suami pasca perceraian. Dalam hal 
ini, Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) bertindak dengan mengutamakan proses 
Penegakan dan Pelaksanaan Putusan tersebut. Bahagian Sokongan Keluarga 
(BSK)  terdiri dari  3 unit yaitu Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan , Unit 
Penguatkuasaan dan Pelaksaan Perintah dan Unit Pengurusan Dana. 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) mengambil otoritas Penegakan dan 
Pelaksanaan putusan mahkamah  yang terkandung dalam Risalah Al-Qadha‟ 
daripada Saidina Umar al-Khattab kepada Abu Musa al-Ash‟ari menyatakan 
“Sesuatu perintah menjadi sia-sia sekiranya tidak dapat dilaksanakan”.64 Otoritas 
ini menunjukkan bahwa kewajiban Mahkamah untuk memastikan semua putusan 
yang dikeluarkan dapat terlaksana dengan baik sehingga masyarakat yang berhak 
dapat menikmati manfaat dari putusan tersebut. Dengan demikian, pihak 
pemerintah telah mengambil langkah proaktif dengan memberikan tanggung 
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jawab kepada JKSM untuk membentuk Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) bagi 
mengatur dan menegakkan perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. 
Hal  ini diwujudkan dengan pembentukan Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga 
(SBSK) di setiap lembaga Kehakiman Syariah Negeri (JKSN)/ Mahkamah 
Syariah Negeri (MSN).
65
 
Yang menjadi landasan dalam pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga 
(BSK) adalah Seksyen 3 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah negeri-negeri 
yaitu; Bailif
66
 bagi pelaksanaan peraturan  Mahkamah Syariah dan Seksyen 
247(1) enakmen yang berkenaan dengan unit pembentukan kaedah-kaedah 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yaitu: 
1. Panitia Kaedah-Kaedah Mahkamah Syariah boleh membuat kaedah-
kaedah yang hendaklah disiarkan dalam berita media, bagi yang 
menjalankan peruntukan Enakmen ini khususnya, tanpa menjejaskan 
keluasan peruntukan yang terdahulu, kaedah-kaedah ini juga dapat 
membuat peruntukan bagi: 
1) Tatacara dan amalan kantor pendaftaran Mahkamah Syariah; 
2) Fi, elaun dam kos yang kena dibayar berkenaan dengan prosiding 
di bawah Enakmen ini; 
3) Tatacara mengenai sulh; 
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4) Borang, buku akaun, laporan dan dokumen lain yang hendak 
digunakan berkenaan dengan apa-apa perbuatan atau benda yang 
dilakukan di bawah atau menurut Enakmen ini; dan 
5) Perjalanan Mahkamah, bentuk dan kaedah pelaksanaan surat cara 
dan perlantikan pegawai dan ejen Mahkamah.
67
 
Adapun tujuan pembentukannya adalah untuk mengawasi dan menangani 
masalah ketidakpatuhan terhadap perintah nafkah dari Mahkamah Syariah dan 
untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan dengan baik demi kelangsungan 
maslahah isteri pasca perceraian. Dari sudut manajemen, Bahagian Sokongan 
Keluarga (BSK) mempunyai tiga fungsi/unit utama yaitu: 
1. Unit Khidmat Nasehat Perundangan (UKNP) 
2. Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah (UPPP) 
3. Unit Pengurusan Dana (UPD) 
Di samping itu, Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Kedah menawarkan 
layanan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Transit dalam bentuk akomodasi, 
makanan, dan bantuan perjalanan untuk menghadiri persidangan bagi klien yang 
berada di luar negeri Kedah. Bantuan ini ditawarkan untuk meringankan beban 
keuangan mereka yang berada di luar Negeri Kedah dan terpaksa bolak balik 
kembali ke Mahkamah Syariah  di setiap daerah di Kedah sehingga tuntutan atau 
proses hukum selesai. Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) juga dapat 
mempercepat proses mahkamah  dengan demikian dapat mengurangi kasus-kasus 
yang tertunda di mahkamah akibat ketiadaan pihak-pihak yang bersangkutan ke 
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mahkamah akan merasa lebih nyaman dan tenang dalam persidangan di 
mahkamah. 
Dalam hal ini, terdapat dua implementasi Bahagian Sokongan Keluarga 
(BSK) dalam mendapatkan informasi. Fase awal gerak kerja Bahagian Sokongan 
Keluarga (BSK)  adalah memerlukan para petugas Bahagian Sokongan Keluarga 
(BSK) sendiri turun ke setiap daerah bagi melaksanakan pantauan tentang kasus-
kasus kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat terutamanya dari sudut 
pengabaian nafkah daripada suami. Namun, kemajuan di peroleh  pada awal tahun 
2012 yang merupakan fase kedua dimana Bahagian Teknologi Maklumat 
Komputer (BTMK)
68
 JKSM telah mewujudkan sebuah sistem situs web yang 
bernama E-Syariah dan E-Nafkah untuk memfasilitasi Bahagian Sokongan 
Keluarga (BSK) dalam menjalankan tugasnya seperti proses pengumpulan data 
kasus. 
Informasi berkaitan perintah nafkah yang terdaftar di sistem E-Syariah 
akan terus dikirim ke sistem E-Nafkah secara otomatis. Dengan demikian, Petugas 
Pembantu Syariah yang bertugas dapat melakukan pengawasan harian atas 
putusan yang berkaitan dengan nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah 
dalam tempoh dua bulan saat putusan tersebut dikeluarkan. 
3.1.2 Visi, Misi, Objektif, dan Tujuan Bahagian Sokongan Keluarga 
Visi Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) adalah “Berusaha menjadikan 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) sebagai sebuah organisasi sokongan 
keluarga yang unggul bagi membantu sistem pengukuhan kekeluargaan Islam ke 
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arah pengwujudan masyarakat penyayang, penduduk berkualitas dan bangsa 
Malaysia yang progresif.” 
Seterusnya misi Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) pula adalah 
“Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) komite yang bertindak sebagai agensi 
utama dalam menjadikan Malaysia sebagai negara yang rakyatnya mengutamakan 
sistem kekeluargaan berlandaskan ajaran Islam, peribadi mulia hasil daripada 
keluarga yang kukuh, berakhlak, sehat, berilmu dan harmoni.” 
Objektif pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK): 
1) Memelihara kepentingan golongan yang berhak menerima nafkah melalui 
perintah nafkah. 
2) Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah kreditor dan debitor terutama 
yang melibatkan nafkah. 
3) Mengatasi masalah isu keterlambatan dalam pengendalian kasus-kasus 
penegakan perintah nafkah. 
4) Memelihara hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang termasuk di dalam 
institusi kekeluargaan. 
Tujuan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK): 
1) Mengurus tindakan penegakan dan pelaksanaan perintah nafkah 
Mahkamah Syariah yang berkesan dan efisien. 
2) Meningkatkan sistem manajemen kasus di Mahkamah Syariah Negeri-
Negeri. 
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3.1.3 Fungsi Bahagian Sokongan Keluarga (BSK): 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia 
(JKSM) merupakan sebuah unit yang ditubuhkan pada 7 Juni 2007 oleh Yang 
Amat Berbahagia (Y.A.B) Perdana Menteri bagi menyelesaikan kasus nafkah 
isteri dan anak serta mengambil tindakan ke atas individu yang ingkar mematuhi 
perintah mahkamah dengan lebih proaktif dan efektif. 
Kewujudan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) merupakan sebuah langkah 
yang bijak dan tepat terutamanya bagi mengatasi masalah berkait dengan 
pelaksanaan perintah mahkamah. Antara fungsi Bahagian Sokongan Keluarga di 
Mahkamah Syariah adalah seperti berikut
69
: 
1. Memberi nasehat perundangan Syariah kepada para pihak secara khusus 
berkaitan tuntutan nafkah serta tatacara penegakan dan pelaksanaan 
penghakiman selepas suatu perintah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. 
2. Melaksanakan tugas Peguam Syarie (pengacara) dan Bailif dalam 
pelaksanaan penghakiman dan penegakan perintah yang dibuat oleh 
Mahkamah Syariah berkaitan dengan nafkah untuk memastikan suatu 
perintah dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak. 
3. Melaksanakan manajemen berkaitan dengan penegakan dan pelaksanaan 
penghakiman Mahkamah Syariah antara Negeri-Negeri berjalan dengan 
lancar. 
4. Menguruskan bantuan keuangan sementara melalui seleksi kelayakan dan 
laporan khidmat nasehat untuk pertimbangan Jawatankuasa Akaun 
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Amanah bagi membantu Pemiutang Penghakiman terutamanya isteri dan 
anak-anak. 
 
3.2 Peran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam Menjamin 
Terpenuhinya Masalah Nafkah Isteri Pasca Perceraian 
 
Kegiatan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) telah berjalan sejak tahun 
2009, beberapa pegawai telah ditugaskan di negeri-negeri seluruh Malaysia 
termasuk negeri Kedah yang terdiri dari seorang Penolong Pengarah Kanan 
(LS44), seorang Penolong Pengarah (LS41), dua orang Penolong Pegawai (LS29), 
seorang Penolong Akautan dan seorang Pembantu Syariah (LS19). Terdapat enam 
pegawai yang merupakan lantikan faderal bagi setiap negeri sebagai upaya 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) bagi memastikan keadilan syariah dapat 
ditegakkan. 
Secara umum, Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) mempunyai empat 
peran utama untuk memastikan masalah putusan nafkah yang dikeluarkan oleh 
Mahkamah pasca perceraian terlaksana. Pertama, menjadi tempat rujukan dan 
untuk mendapatkan bantuan bagi mereka yang tidak mendapat nafkah karena 
kegagalan mantan suami untuk mematuhi perintah mahkamah. Kedua, untuk 
mengatasi masalah keterlambatan manajemen dan penegakan perintah nafkah. 
Ketiga, untuk melindungi hak pihak yang seharusnya menerima nafkah dan 
memastikan tanggung jawab pihak pemberi nafkah berjalan dengan baik. 
Keempat, untuk memastikan perintah Mahkamah Syariah dihormati dan 
48 
 
diimplementasikan dengan baik serta meningkatkan status dan posisi Mahkamah 
Syariah, terutama dalam hal pelaksanaan putusan Mahkamah Syariah.
70
 
Dari sudut manajemen operasionalnya, Bahagian Sokongan Keluarga 
(BSK) memiliki tiga unit layanan yang akan memastikan peran Bahagian 
Sokongan Keluarga (BSK) terlaksana bagi menyelesaikan kelalaian nafkah yaitu: 
1. Unit Khidmat Nasehat dan Perundangan (UKNP) 
Unit ini berperan untuk memberikan nasehat undang-undang kepada 
pihak-pihak terkait tentang tuntutan yang dapat dibuat di Mahkamah Syariah 
setelah perceraian, terutama tuntutan nafkah isteri, dan prosedur penegakan 
pelaksanaan putusan Mahkamah. Namun unit ini juga bertanggung jawab 
mengendalikan sesi khidmat nasehat kepada pelanggan Bahagian Sokongan 
Keluarga (BSK) yaitu penuntut atau pemohon nafkah. 
Bagi pengadu yang telah memperoleh perintah nafkah dari mana-mana 
Mahkamah Syariah di Malaysia,  pegawai Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) 
akan membuat revisi ke atas perintah tersebut melalui sistem e-Nafkah sama ada 
ia telah dipatuhi oleh mantan suami kepada isteri tersebut. Selain mendapatkan 
informasi daripada pihak pengadu tentang status pelaksanaan perintah, UKNP 
juga akan mengeluarkan notis
71
. Untuk memanggil mantan suami kepada isteri 
tersebut untuk hadir ke unit ini dengan tujuan investigasi tentang pelaksanaan 
putusan nafkah seperti yang telah ditetapkan oleh Mahkamah. Jika didapati 
mantan suami kepada isteri tersebut gagal untuk mematuhi perintah yang telah 
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dikeluarkan, maka pegawai Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di unit ini akan 
menjalankan suatu proses mediasi. 
Dalam proses mediasi ini, pegawai Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) 
adalah fasilitator kepada para pihak untuk berkomunikasi secara efektif bagi 
mendapatkan persetujuan bersama antara kedua pihak dalam pelaksanaan putusan 
nafkah sebagaimana yang telah diperintah oleh Mahkamah. Jika kedua pihak ini 
mencapai persetujuan untuk memenuhi tuntutan bagi melaksanakan putusan 
tersebut, maka perjanjian persetujuan tersebut akan ditandatangani oleh kedua 
pihak dan seterusnya akan diserahkan dihadapan Hakim Syarie
72
 untuk 
pengesahan perjanjian tersebut. 
Namun jika tidak ada kesepakatan dicapai, tindakan penegakan hukum dan 
pelaksanaan putusan akan dilaksanakan oleh Unit Penguatkuasaan dan 
Pelaksanaan Perintah (UPPP). Sementara menunggu proses penegakan dan 
pelaksanaan putusan diselesaikan, pegawai Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) 
di UKNP akan sarankan kepada Unit Pengurusan Dana (UPD) agar pendahuluan 
nafkah isteri dibayar mengikut kadar nafkah yang telah diputuskan dalam 
perintah. Jika mantan suami tidak hadir pada sesi Khidmat Nasehat, UKNP akan 
menyalurkan kasus tersebut kepada UPPP untuk proses penegakan perintah 
hukum dan pelaksanaan putusan dari mahkamah. 
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2. Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah (UPPP) 
Unit ini berperan menjalankan tugas sebagai Peguam Syarie dalam 
mendapatkan perintah penguatkuasaan daripada Mahkamah Syariah yang 
berkaitan serta tugas Bailif bagi menjalankan kaedah-kaedah pelaksanaan perintah 
yang diputuskan oleh Mahkamah. 
Proses untuk menguatkuasakan dan melaksanakan perintah nafkah yang 
dikontrol oleh UPPP melibatkan 3 peringkat seperti berikut: 
Peringkat Pertama: Pra Perbicaraan 
1) UPPP menerima penyelesaian kasus yang berhasil melalui negosiasi di tingkat 
UKNP untuk mengajukan ke mahkamah untuk mendapatkan keputusan 
mahkamah di hadapan hakim. 
2) Selain itu, UPPP juga menerima kasus yang gagal melalui negosiasi di tingkat 
UKNP. Seterusnya UPPP akan menetukan jenis tindakan eksekusi 
Pelaksanaan Perintah dalam satu bentuk tindakan seperti berikut: 
i. Notis tunjuk sebab/ Komital-Notis tunjuk sebab dikeluarkan kepada 
Penghutang Penghakiman untuk menunjukkan sebab kenapa mantan 
suami tidak dimasukkan ke penjara karena tidak melaksanakan 
perintah Mahkamah. 
ii. Penyitaan dan pelelangan, Pemohon untuk menyita dan menjual lelang 
harta-harta milik Penghutang Penghakiman. 
iii. Penyitaan dan Penghantaran serahan Harta Alih. Permohon untuk 
menyita harta alih Penghutang Penghakiman dan menyerahkan kepada 
Pemiutang Penghakiman. 
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iv. Hiwalah – Sekiranya wang Penghutang Penghakiman di bawah 
milikan pihak ketiga untuk dibayar kepada Penghutang Penghakiman. 
v. Saman Penghutang Penghakiman. 
vi. Notis Penghakiman.73 
vii. Ubah Perintah Saman Penghutang Penghakiman. 
3) Setelah tindakan perundangan diidentifikasi, pegawai Bahagian Sokongan 
Keluarga (BSK) di UPPP akan menyediakan pliding
74
 permohonan yang 
relevan untuk diajukan di pengadilan dan mendapatkan tanggal sebutan kali 
pertama di Mahkamah. 
4) Bagi kasus yang Penghutang Penghakiman berada di luar unit kuasa 
Mahkamah Negeri berkaitan, Peguam Syarie perlu memfailkan Pemohonan 
Interlokutori
75
untuk memohon Perintah Penyampaian Saman di Luar 
Unitkuasa. 
5) Peguam Syarie akan membaca wakalah perlantikan bersama Pemiutang 
Penghakiman di hadapan Pendaftar Mahkamah. 
6) UPPP menyelesaikan proses penyampaian saman atau notis serta pliding 
kepada Penghutang Penghakiman. 
Peringkat Kedua: Perbicaraan 
1. Pegawai Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang diberikan tauliah 
sebagai Peguam Syarie akan menghadiri dan mengendalikan perbicaraan 
                                                          
73“Penghakiman” termasuk alasan penghakiman.  
74“Pliding” adalah penyataan bertulis yang formal dalam suatu tindakan sivil yang 
diserahkan oleh setiap pihak terhadap yang satu lagi. 
75“Interlokutori” adalah bantahan terhadap arahan yang dibuat ketika peringkat 
interlokutori (di peringkat perbicaraan) litigasi sivil. 
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kasus di Mahkamah sehingga Mahkamah mengeluarkan perintah 
Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah. 
Peringkat Ketiga: Pasca Perbicaraan 
1) UPPP akan memfailkan draf perintah yang diperolehi ke mahkamah dan akan 
dikontrol sehingga perintah bersih diperolehi. 
2) Peguam Syarie menyerahkan perintah yang diperoleh tersebut kepada pegawai 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang diberikan lantikan Bailif untuk 
melaksanakan perintah pelaksanaan. 
3) Bailif menyerahkan perintah yang diperoleh kepada Penghutang 
Penghakiman. 
4) Bailif akan melaksanakan perintah pelaksanaan yang berkaitan mengikut 
prosedur undang-undang yang telah ditetapkan (Manual kerja Bailif). Jumlah 
uang yang diperoleh dari tindakan Bailif akan diserahkan kepada Pemiutang 
Penghakiman dan lebihan uang yang diperoleh dari tindakan pelaksanaan 
Bailif akan dikembalikan  kepada Penghutang Penghakiman mengikut 
prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. 
3. Unit Pengurusan Dana (UPD) 
Peran Unit Pengurusan Dana (UPD) adalah bertanggung jawab untuk 
menanggung pembayaran pendahuluan nafkah kepada mantan isteri berdasarkan 
laporan yang dikemukan oleh UKNP. Seterusnya UPD akan menguji untuk 
menentukan kebenaran keterangan yang dikemukan Pengadu dan apabila didapati 
layak menurut kriteria dan syarat tertentu, khususnya mungkin mendapatkan dana 
pendahuluan nafkah yang disalurkan. Cadangan bayaran pendahuluan nafkah 
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akan diusulkan untuk pertimbangan komite Akaun Amanah mengikut jumlah 
nafkah yang telah diperintahkan oleh Mahkamah. 
Pendahuluan bayaran nafkah ini bukanlah sebagai pembayaran langsung 
atau dihapuskan kepada pemohon/penerima, sebaliknya ia akan dikumpul kembali 
daripada mantan suami yang telah gagal memberikan nafkah kepada mantan isteri 
melalui proses penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah di Mahkamah Syariah. 
UPD hanya membayar dana pendahuluan nafkah ini dalam masa enam bulan saja 
bagi meringankan beban yang ditanggung mantan isteri.
76
 Pada masa yang sama 
pegawai Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di UPPP bertindak sebagai Peguam 
Syarie akan mendaftarkan sanksi saman di mahkamah untuk mendapatkan 
perintah penguatkuasaan dan pelaksanaan ke atas mantan suami yang gagal 
memberikan nafkah kepada mantan isterinya tersebut. 
Antara kriteria yang diambil kira oleh UPD untuk memberi dana kepada 
penerima yang layak menerima uang bantuan pendahuluan dari Bahagian 
Sokongan Keluarga (BSK) yaitu: 
1. Beragama Islam 
2. Telah memperoleh perintah di Mahkamah Syariah 
3. Berada di tempat tinggal pada negeri di mana permohonan pendahuluan 
dana Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dilakukan. 
4. Bersedia untuk memfailkan permohonan penguatkuasaan dan pelaksanaan 
perintah Mahkamah Syariah. 
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 Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Jabatan Perdana Menteri, Bahagian Sokongan 
Keluarga (BSK), t.th., hlm. 14. 
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5. Bersetuju untuk bekerjasama dalam memastikan bahwa tindakan yang 
tepat dapat diambil terhadap penghutang penghakiman. 
6. Ada keandalan bahwa mantan suami dapat dideteksi dan dihubungi.77 
Pihak Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dari UPPP akan membuat 
pengambalian Dana Pendahuluan Nafkah semula yang telah diterima oleh mantan 
isteri kepada mantan suami dalam tempoh enam bulan tersebut melalui instrumen 
penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah sebagaimana yang telah diperuntukkan 
di bawah akta/ Enakmen Tatacara Mal. Setelah itu, UPPP yang diberikan tauliah 
oleh Mahkamah sebagai Bailif akan menentukan jenis tindakan penguatkuasaan 
dan pelaksanaan perintah dalam salah satu bentuk tindakan seperti saman 
penghutang, penyitaan dan penjualan, Hiwalah dan lain-lain lagi.
78
 
 
3.3. Efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Terhadap Masalah 
Penegakan Nafkah Isteri Pasca Perceraian 
 
Pada umumnya, Lembaga yang bertanggung jawab mengeluarkan perintah 
gugatan dan penegakan nafkah orang Islam ialah Mahkamah Syariah. Meskipun 
undang-undang boleh dikatakan sudah cukup sebagai asas tuntutan, tetapi pihak 
mahkamah hanya dapat berfungsi dengan berkesan apabila semua pihak yang 
terlibat memberi kerjasama. Hakikatnya masih banyak mantan suami tidak 
bekerjasama dan berusaha melarikan diri dari menunaikan tanggung jawab. 
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 Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Diakses tanggal 28/11/2018 dari 
situs http://www.mswp.gov.my/index.php/ms/mengenai-mswp/perkhidmatan/bahagian-sokongan-
keluarga/fungsi-peranan/unit-pengurusan-dana-upd /Mahkamah Syariah di Malaysia.  
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Tuan Mohd Dzuhaili Bin Mohd Dzakwan, Wawancara Penolong Pegawai di Unit 
Khidmat Nasehat Perundangan (BSK), Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah (JKSNK), 04 
September 2018.  
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Pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) telah membawa 
dimensi baru bagi masyarakat Islam di Malaysia untuk mendapatkan layanan 
penguatkuasaan dan pelaksanaan yang lebih efisien. Bahagian Sokongan Keluarga 
(BSK) menggunakan udang-undang yang terkait hal nafkah isteri yaitu Akta dan 
Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah. Contohnya di Kedah dikenali sebagai 
Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah Tahun 2008. Menurut Enakmen 
ini, mahkamah boleh memerintahkan suami membayar nafkah kepada mantan 
isteri sesuai dengan hukum syarak. 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) menggunakan undang-undang 
sebagai dasar dalam melakukan tindakan adalah pada Seksyen 60 tentang hak 
isteri untuk menuntut nafkah semasa perkawinan dan setelah terjadi perceraian. 
Dengan adanya ketentuan ini sehingga memberikan peluang kepada isteri untuk 
membuat tuntutan nafkah di mahkamah jika suami gagal atau enggan membayar 
nafkah selama perkawinan atau pasca perceraian dan sekaligus mengembalikan 
hak isteri yang telah diabaikan oleh suami. 
Menurut hasil wawancara penulis dengan Izzat Rizaimi Bin Ismail 
menyatakan “Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) mempunyai peranan yang 
amat penting selaku sebuah organisasi yang berkuasa penuh dalam membantu 
mantan isteri serta mencegah dari berlakunya kasus pengabaian nafkah karena ia 
merupakan hak isteri yang perlu ditunaikan oleh mantan suami sekalipun setelah 
berlakunya perceraian”79. Menurut penelitian dan pengamatan penulis dari 
statistik pernikahan dan perceraian Negeri Kedah sepanjang tahun 2015 sehingga 
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Hasil wawancara denganIzzat Rizaimi Bin Ismail, Penolong Hal Ehwal Islam  Negeri 
Kedah, Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Kedah (JHEINK), 04 September 2018. 
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2017, penulis dapati bahawa kasus perceraian mempunyai bacaan yang tidak 
sekata sepanjang tiga tahun tersebut. 
Tabel 1 
Statistik Pernikahan dan Perceraian di Negeri Kedah bagi Tahun 2015-2017 
Tahun 2015 2016 2017 
Kasus Nikah Cerai Nikah Cerai Nikah Cerai 
Jumlah Kasus 26,159 2,943 23,046 3,519 22,440 3,471 
Sumber: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah 
Berdasarkan Tabel 1 berkaitan Statistik Pernikahan dan Perceraian di 
Negeri Kedah bagi Tahun 2015-2017, penulis dapati bahwa statistik kasus 
perceraian selama tiga tahun tersebut tidak sama, jumlah kasus perceraian pada 
tahun 2015 adalah sebanyak 2,943 kasus dan kasus ini meningkat pada tahun 
2016 sebanyak 3,519 di mana ini merupakan sebuah peningkatan yang agak 
mendadak. Seterusnya, pada tahun 2017, kasus ini telah menurun ke 3,471. 
Begitu juga dengan statistik kasus nafkah dimana data dalam tabel 
menunjukkan jumlah kasus yang tidak setara, yaitu pada tahun 2015 mempunyai 
kasus nafkah yang berjumlah sebanyak 342. Kemudian meningkat kepada 487 
bagi tahun 2016 dan seterusnya menurun sebanyak 405 pada tahun 2017. 
Jadi, penulis dapat simpulkan di sini bahwa jumlah kasus perceraian yang 
terjadi sepanjang tiga tahun ini turut mempengaruhi bilangan kasus nafkah di 
mana kedua-dua kasus ini hampir mempunyai kesamaan pada perangkaan ketiga-
tiga tahun tersebut.  
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Tabel 2 
Statistik Mal Kasus Nafkah Bahagian Sokongan Keluarga Tahun 2015-2017 Di 
Negeri Kedah Darul Aman 
Tahun Kasus Daftar Kasus Selesai 
Kasus Tidak Selesai 
Ke Tahap 
Persidangan 
2015 341 213 128 
2016 487 410 77 
2017 405 184 221 
JUMLAH 1233 
807 
65.40% 
426 
34.52% 
Sumber: Data Statistik Tahunan Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Negeri 
Kedah 
Berdasarkan tabel data statistik yang terdapat di atas mengenai kasus-
kasus yang diajukan sepanjang tahun 2015 sehingga tahun 2017, dapat dilihat 
sebanyak 1,233 kasus telah terdaftar di Mahkamah Syariah Negeri Kedah dan dari 
sejumlah angka kasus yang telah didaftar di Mahkamah Syariah Negeri Kedah, 
sebanyak 807 kasus yang diselesaikan dan 426 kasus yang tidak selesai ke tahap 
persidangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) 
telah berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Jika 
dilihat perbedaan data statistik “Kasus Tidak Selesai Ke Tahap Persidangan” bagi 
tahun 2015 dan 2016, ia mempunyai sebuah perubahan yang agak drastis dan 
ianya merupakan sebuah indikasi yang baik.  
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Efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam penegakan perintah 
hukum mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Bahagian Sokongan Keluarga 
(BSK) telah membantu dalam memastikan perintah mahkamah dilaksanakan 
dimana sebelum terbentuknya Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), tidak terdapat 
mana-mana pihak yang memantau pelaksanaan perintah di Mahkamah Syariah, 
akan tetapi setelah pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) telah 
adanya pihak yang memantau setiap perintah yang dikeluarkan. Peningkatan 
pendaftaran kasus di Mahkamah Syariah meningkat secara mendadak setelah 
terwujudnya Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dan di sini ia menunjukkan 
bahwa adanya kesedaran dari masyarakat dan pengetahuan tentang hak-hak 
mereka di sisi undang-undang. Di samping membantu mantan isteri dalam 
menguatkuasakan perintah nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah, 
hasil kajian juga menunjukkan bahwa Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) telah 
mempercepat dan memudahkan proses penyelesaian kasus dengan adanya tauliah 
peguam syarʻi.  
Namun, pada tahun 2017 kasus yang tidak selesai ke tahap persidangan 
meningkat secara mendadak dan penceraian merupakan kasus yang tertinggi 
dalam tempoh tiga tahun ini. Antara faktor-faktor peningkatan kasus nafkah yang 
tidak selesai adalah dikarenakan kurangnya toleransi dan pemahaman agama si 
suami. Undang-undang Negara lebih ditakuti oleh mereka jika dibandingkan 
dengan ketentuan Syarʻi dan hal ini dapat dilihat apabila diperiksa kembali, salah 
satu sebab si suami tidak memberikan nafkah kepada si isteri bukan dikarenakan 
ketidakmampuan, akan tetapi sengaja tidak melaksanakan tanggung jawabnya.  
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Seharusnya pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dapat 
mencegah dan mengawal dari berlakunya kasus seperti ini akan tetapi, sebaliknya 
yang terjadi dikarenakan Bahagian Sokongan Keluarga gagal dalam mendeteksi 
keberadaan mantan suami. sebagai kaedah dan langkah yang telah diambil oleh 
Pegawai Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam mendeteksi mantan suami, 
namun tidak berhasil terutamanya apabila suami itu bekerja secara mandiri,  
bukan di sektor swasta maupun sektor pemerintahan.  
Hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan di Bahagian Sokongan 
Keluarga (BSK) Negeri Kedah bersama Puan Siti Sakinah selaku Penolong 
Pengarah Kanan Bahagian Sokongan Keluarga, didapati bahwa, setiap pihak yang 
gagal menghadirkan diri ke persidangan pada tanggal yang yang telah ditetapkan 
harus memaklumkan kepada pihak Mahkamah Syariah mengenai status 
ketidakhadirannya dan ianya perlu disertakan dengan alasan yang jelas dan 
kukuh
80
. Sekiranya pihak tersebut tidak hadir ke pengadilan tanpa makluman serta 
alasan yang jelas, maka pihak  pihak tersebut dianggap sebagai sebuah 
penghinaan terhadap pihak Mahkamah Syariah dan pihak tersebut akan dikenakan 
sanksi yaitu denda dan penjara. Selain itu, di Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) 
turut terdapat kasus-kasus yang melibatkan pihak yang kurang memiliki sikap 
komitmen serta toleransi dan menurut Puan Siti Sakinah, ini merupakan salah satu 
faktor kasus-kasus ini tidak dapat diselesaikan di tahap persidangan. 
Seterusnya, menurut Puan Zuraidah, yaitu Pengarah Bahagian Sokongan 
Keluarga di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Bahagian Sokongan 
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Keluarga (BSK) turut menggunakan kaedah negosiasi dimana ia merupakan salah 
satu dari tiga fungsi utama Bahagian Sokongan Keluarga yang lain, yaitu Unit 
Khidmat Nasihat dan Perundangan, Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan 
Perintah dan Unit Pengurusan Dana
81
.  
Dalam menyelesaikan kasus nafkah, Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) 
menggunakan kaedah negosiasi dan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) 
menggunakan kaedah proaktif tanpa perlu ke Mahkamah Syariah. Banyak kasus 
pengabaian nafkah diselesaikan menerusi kaedah negosiasi tanpa membabitkan 
prosiding (kasus tidak selesai ke tahap persidangan) sekaligus membela nasib 
wanita yang diceraikan. Langkah ini diambil bagi memastikan perintah nafkah 
dipatuhi, seterusnya bagi mengelakkan penganiayaan selain tunggakan tuntutan 
dilunaskan segera mengikut apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah. 
Di dalam perbahasan skripsi ini, penulis turut mewawancara empat orang 
responden daripada pihak yang telah mengalami kasus perceraian yang terkait 
nafkah isteri yaitu dua orang isteri yang tidak mendapat nafkah setelah bercerai 
dan dua orang suami yang mengabaikan perintah nafkah isteri pasca perceraian. 
Jadi, berdasarkan observasi dan hasil wawancara penulis dapat 
dideskripsikan seperti berikut: 
1. Menurut kasus Zuraidah,beliau membuat pembubaran perkawinan secara 
fasakh kepada mantan suaminya akibat kegagalan dalam memberikan 
nafkah zahir dan batin melebihi 7 bulan. Sepanjang tempoh pernikahan, 
mantan suaminya juga tidak mempedulikan beliau seolah-olah tidak 
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mengerti akan tanggung jawab suami terhadap isteri dalam perkawinan. 
Setiap perbelanjaan seperti perbelanjaan rumah maupun perbelanjaan diri 
sendiri ditanggung sendiri olehnya. Zuraidah hadir ke kantor Bahagian 
Sokongan Keluarga (BSK) membuat aduan berhubung dengan perintah 
Mahkamah Syariah berkenaan tunggakan nafkah isteri berjumlah RM 
2,450.00 (Rp 6.500.000) yang masih gagal ditunaikan oleh mantan 
suaminya tersebut. Unit Khidmat Nasehat dan Perundangan (UKNP) dari 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) telah memanggil kedua-dua pihak 
untuk hadir ke kantor Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) bagi 
mengadakan sesi perundingan dan mediasi untuk  menyelesaikan kasus 
tersebut. Walau bagaimanapun, sesi perundingan dan mediasi tidak dapat 
dilaksanakan karena mantan suami tidak menghadirkan diri di kantor 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK). Kasus ini melibatkan tuntutan 
nafkah yang tidak dapat diselesaikan dengan kaedah rundingcara dan 
mediasi oleh UKNP. Seterusnya kasus ini dipanjangkan ke Unit 
Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah (UPPP) di mana mereka telah 
mengeluarkan saman penghutang penghakiman agar mantan suami dapat 
menunaikan tanggung jawabnya setelah perceraian.
82
 
2. Menurut kasus Rabithah, menyatakan beliau bercerai dengan mantan 
suaminya atas kebenaran Mahkamah. Rabithah telah membuat tuntutan 
nafkah „iddah dan keputusan Mahkamah telah memutuskan bahwa mantan 
suami wajib membayar nafkah „iddah sejumlah RM 5,000.00 (Rp 
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15.000.000) yang telah menjadi hutang dan ia wajib dibayar dalam tempoh 
tiga bulan dari tanggal putusan itu dibuat. Kadar jumlah yang diputuskan 
adalah berdasarkan kemampuan mantan suami di mana ianya dilihat dari 
sudut gaji bersih yang diperoleh setelah berlaku perceraian. Rabithah 
memohon bantuan dari BSK untuk membantu menyelesaikan kasus 
tuntutan nafkah „iddah yang tertangguh selama dua tahun. Namun, BSK 
gagal menyelesaikan kasus tersebut karena sulit untuk mendapatkan 
maklumat mantan suaminya yang telah menghilangkan diri. BSK telah 
menggunakan pelbagai kaedah untuk mendeteksi mantan suami tetapi 
gagal karena mantan suami yang bekerja sendiri sulit untuk mendapatkan 
data dibandingkan yang bekerja di sektor pemerintahan dan swasta.
83
 
3. Menurut kasus Zubair menyatakan bahwa beliau telah bercerai dengan 
isteri sejak dua tahun yang lalu. Beliau telah mengaku bersalah atas 
kelalaiannya mengabaikan perintah nafkah terhadap isterinya pasca 
perceraian. Selain itu, beliau mempunyai tunggakan nafkah isteri sebanyak 
RM 8,000.00 (Rp 24.000.000) sepanjang tempoh perkahwinan. Tuntutan 
nafkah yang tertunggak merangkumi nafkah tempat tinggal, makan 
minum, pakaian dan keperluan peribadi isteri. Kasus ini diselesaikan oleh 
Unit Khidmat Nasehat dan Perundangan (UKNP) setelah mantan isterinya 
membuat aduan berkaitan permasalahan tersebut di kantor BSK. BSK 
telah memanggil Zubair dan isterinya untuk hadir dalam rundingcara dan 
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mediasi di samping BSK bertanggung jawab dalam memberi kefahaman 
terhadap kedua pihak. Hasil dari sesi rundingcara dan mediasi, kedua-dua 
pihak telah membuat perjanjian dan persetujuan agar Zubair dapat 
melunasi tunggakan nafkah kepada mantan isterinya secara ansuran 
sebanyak RM 200.00 (Rp 600.000) per bulan sehingga selesai. Pihak yang 
menyaksikan hal di atas perlu menurunkan tandatangan mereka selaku 
saksi kasus tersebut. Kasus kemudiannya dipanjangkan ke hadapan Hakim 
Syarʻi untuk diperintahkan sebagai penghakiman persetujuan yang 
mengikat kedua-dua pihak.
84
 
4. Menurut kasus Jamal, beliau telah bercerai dengan mantan isterinya atas 
kebenaran Mahkamah Rendah Syariah Pendang. Jamal dan mantan 
isterinya tidak dikaruniakan cahaya mata. Mantan isterinya memfailkan 
tuntutan nafkah „iddah sejumlah RM 3,000.00 (Rp9.000.000) di 
Mahkamah. Seterusnya pihak Mahkamah telah memutuskan bahwa 
mantan isterinya berhak mendapat nafkah „iddah RM 500.00 (Rp200,000) 
per bulan sehingga selesai pembayarannya. Namun begitu, Jamal 
mengakui beliau gagal mematuhi perintah Mahkamah bagi membayar 
nafkah „iddah tersebut terhadap mantan isterinya. Oleh hal yang demikian, 
mantan isterinya telah membuat aduan ke pihak BSK bagi menangani 
masalah tersebut. Seterusnya, Unit Khidmat Nasehat dan Perundangan 
(UKNP) telah memanggil kedua-dua pihak bagi melakukan siasatan 
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tentang pematuhan perintah nafkah „iddah isteri seperti yang telah 
diputuskan oleh Mahkamah. Kasus ini diselesaikan di Unit 
Penguatkuasaan dan Perlaksanaan Perintah (UPPP) dengan 
penguatkuasaan penghakiman bagi pembayaran nafkah yaitu tindakan dan 
peguatkuasaan perintah tahanan pendapatan tenaga potongan gaji 
sebanyak RM 200.00 (Rp 600.000) per bulan sehingga selesai.
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Jadinya dapat dilihat di sini bahwasanya pihak Bahagian Sokongan 
Keluarga telah mencuba menyelesaikan kasus-kasus ini dengan berbagai jenis 
inisiatif dan jalan bagi mengembalikan hak-hak kepada pihak yang sepatutnya. 
Justeru itu, setiap pihak hendaklah saling bekerjasama dalam menyelesaikan 
kasus-kasus ini agar tiada pihak yang teraniaya dan harus menyadari tanggung 
jawab masing-masing meskipun setelah berlakunya perceraian. Dengan adanya 
sifat toleransi dari semua pihak, maka petugas Bahagian sekongan keluarga akan 
menyelesaikan kasus-kasus nafkah tersebut dan inilah yang merupakan kunci 
kesuksesan dari tujuan pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga di dalam 
Mahkamah Syariah. 
 
 
 
 
3.4 Analisa Penulis 
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Berdasarkan penelitian dan observasi yang telah penulis dapatkan 
sepanjang penulis menyiapkan skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan 
bahwa permasalahan utama dalam menyelesaikan kasus nafkah adalah karena 
adanya pihak yang tidak melaksanakan amanah dan enggan memberikan 
kerjasama dalam memudahkan urusan pihak lain.  
Faktor utama kebanyakan mantan suami tidak bertoleransi dikarenakan 
konflik dan emosi yang wujud akibat dari penceraian itu sendiri. Konflik 
seringkali muncul apabila adanya satu pihak yang menghalang, memaksa atau 
menekan pihak kedua agar menerima opininya dan ini menyebabkan pihak kedua 
merasa tergugat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pihak pertama. 
Konflik dan pertikaian tidak dapat diselesaikan dengan baik dan sempurna 
dikarenakan wujudnya sikap egois yang tinggi dalam diri individu masing-masing 
serta sikap tidak berusaha untuk memahami dan mencari solusi bagi sebuah 
pertikaian. 
Andainya setiap pihak menerima dan mendengar pendapat dari pihak lain 
dengan berlapang dada dan saling memahami posisi pihak lain dengan baik, maka 
pertikaian seperti ini akan dapat diselesaikan dengan lebih aman. 
Meskipun mayoritas masyarakat Islam di Malaysia menganggap 
penggunaan Mahkamah Syariah ini merupakan jalan terakhir dalam 
menyelesaikan permasalahan berkaitan kekeluargaan, namun hakikatnya itu 
adalah  jalan yang terbaik untuk mendapatkan keadilan terhadap kedua pihak 
yaitu mantan suami dan isteri. 
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Penulis juga berhasil menemukan faktor lain mengapa mantan suami tidak 
mahu memberikan kerjasama dengan Mahkamah Syariah, yaitu dikarenakan 
mereka tidak memahami hukum Islam dengan baik. Mereka berpendapat seolah-
olah setelah berlakunya perceraian maka berakhirlah tanggunjawab mereka 
terhadap mantan isteri tersebut walhal dalam Al-Quran dan hadits telah 
dinyatakan dengan jelas tentang pemberian nafkah dari mantan suami kepada 
mantan isteri. 
Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud “Dan mereka (para 
isteri) mempunyai hak dan diberi rezeki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan 
atas kamu sekalian (wahai para suami)” (HR. Muslim 2137). Jadi dapat difahami 
bahwa nafkah itu perlu ditunaikan dan sekiranya mantan suami dapat memahami 
hadis ini dengan baik maka kasus-kasus nafkah pasti dapat diselesaikan dengan 
sempurna. 
Jadinya, di sinilah pihak Mahkamah Syariah di Bahagian Sokongan 
Keluarga berperan selaku mediator dalam menyelesaikan permasalahan dan 
konflik di antara mantan suami dan isteri terutamanya dalam kasus nafkah. 
Melalui mediasi, pejabat Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dapat mengetahui 
dengan lebih rinci mengenai penyebab terjadinya pengabaian dalam 
melaksanakan putusan nafkah yang telah ditetapkan oleh pihak Mahkamah 
Syariah. 
Hasil dari mediasi tersebut, pihak Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) 
akan mencari solusi dalam meyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh 
mantan suami dan isteri. Jika masalah suami isteri tersebut tidak dapat 
67 
 
diselesaikan melalui mediasi, maka solusi penyelesaiannya adalah melalui proses 
Mahkamah Syariah. Dalam penegakan perintah mahkamah yaitu melalui sanksi 
terhadap mantan suami (penghutang penghakiman) dan proses penyelesaian ini 
mengambil waktu yang agak lama sekiranya saman penghutang penghakiman 
tidak dapat diserahkan kepada mantan suami. 
Terkini dari pihak Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), mereka telah 
menggunakan kaedah proaktif tanpa perlu ke Mahkamah Syariah yaitu melalui 
kaedah negosiasi tanpa melibatkan prosiding (tindakan hukum) perbicaraan 
sekaligus membela nasib isteri yang telah diceraikan. Kaedah ini dilaksanakan 
melalui dua cara yaitu melalui aduan dan E-Nafkah. E-Nafkah merupakan sebuah 
situs web yang diwujudkan bagi memudahkan pihak terlibat melakukan aduan 
seiring zaman milenial ini. Dan kaedah negosiasi telah berhasil menyelesaikan 
sehingga mencecah hampir 70% kasus nafkah pada tiga tahun tersebut (2015-
2017). 
Berdasarkan analisis yang telah penulis laksanakan, dapat ditarik beberapa 
poin penting dalam menyelesaikan kasus-kasus kekeluargaan terutama berkaitan 
nafkah, yaitu setiap pihak mempunyai tanggung jawab dan peran dalam mencari 
solusi permasalahan ini termasuk mantan isteri. Seringkali mantan isteri dikaitkan 
sebagai mangsa keadaan namun hakikatnya, permasalahan ini tidak akan dapat 
diselesaikan sekiranya mantan isteri berdiam diri tanpa melakukan sebarang 
aduan terhadap pihak Bahagian Sokongan Keluarga (BSK). Perbuatan berdiam 
diri tersebut hanya akan mendatangkan kemudharatan terhadap mantan isteri 
dalam kehidupan sehariannya. 
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Pihak Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) telah mewujudkan berbagai 
jenis kaedah dan cara bagi menyempurnakan jalan penyelesaian terhadap setiap 
kasus sesuai kondisi dan peredaran zaman. Yang diperlukan, hanyalah komitmen 
dan kerjasama dari semua pihak yaitu mantan suami dan isteri demi menjaga 
kemaslahatan bersama. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
 
4.1. Kesimpulan 
Setelah penulis melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa 
perkara yang menyangkut perbahasan ini. Adapun kesimpulan adalah sebagai 
berikut: 
1. Peran Bahagian Sokongan Keluarga dalam menyelesaikan masalah 
pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian adalah dengan memantau dan 
menangani masalah ketidakpatuhan mantan suami terhadap perintah 
nafkah Mahkamah Syariah melalui pembentukan unit Khidmat Nasehat 
dan Perundangan, Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah dan 
Unit Pengurusan Dana. 
Bahagian Sokongan Keluarga ini memfokuskan pada permasalahan 
nafkah isteri yang tidak ditunaikan oleh mantan suami pasca perceraian 
dengan mengutamakan proses Penegakan dan Pelaksanaan Perintah, hal 
ini karena kewajiban mahkamah untuk memastikan semua perintah yang 
dikeluarkan dapat dilaksanakan sehingga pihak-pihak yang berhak dapat 
menikmati manfaat yang diperintah. Dengan menggunakan sistem E-
Syariah, semua informasi berkaitan perintah nafkah yang terdaftar di 
sistem E-Syariah akan terus dikirim ke sistem E-Nafkah secara automatis. 
Dengan demikian, Petugas Pembantu Syariah yang bertugas dapat 
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melakukan pemantauan harian atas perintah berkaitan nafkah yang 
dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. 
2. Efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam melakukan 
tindakan terhadap masalah penegakan nafkah isteri pasca perceraian yaitu 
berdasarkan undang-undang pada Seksyen 60 Enakmen Undang-undang 
Keluarga Islam Negeri Kedah 2008 tentang hak isteri untuk menuntut 
nafkah semasa perkawinan dan setelah perceraian. BSK menjadi tempat 
rujukan untuk mendapatkan bantuan bagi mereka yang tidak mendapat 
nafkah karena kegagalan mantan suami untuk mematuhi perintah 
mahkamah serta memastikan perintah Mahkamah Syariah dihormati dan 
diimplementasikan secara baik.  
Pokok permasalahan dalam penyelesaian masalah pengabaian 
nafkah apabila mantan suami memahami hal berkaitan hukum agama 
Islam serta mengetahui hak dan tanggung jawab terhadap isteri pasca 
perceraian. Berdasarkan statistik kasus mal nafkah BSK daripada tahun 
2015-2017, efektifitas dalam penegakan perintah hukum nafkah mendapat 
legalitas dari berbagai pihak yang berkuasa. Fungsi BSK juga telah 
memberi keistimewaan dalam menyelesaikan kasus nafkah yaitu tanpa 
perlu ke mahkamah dengan menggunakan kaedah negosiasi dan kaedah 
proaktif.     
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4.2. Saran 
Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam skripsi ini penulis 
ingin menyarankan beberapa hal, diantaranya yaitu: 
1. Pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) merupakan suatu 
usaha murni bagi membela nasib isteri yang tidak mendapat nafkah pasca 
perceraian. Namun begitu, masih ramai masyarakat yang belum 
mengetahui akan keberadaan BSK. Oleh itu, penulis menyarankan agar 
pihak pemerintah dapat mempromosikan akan keberadaan BSK di 
Mahkamah Syariah atau memasyhurkan nama BSK di peringkat Nasional 
melalui media seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan 
sebagainya. Hal ini sangatlah penting bagi memperjelaskan kepada 
masyarakat tentang kewujudan BSK serta fungsi dan perannya di 
Mahkamah Syariah. 
2. Melihat kepada efektifitas kinerja BSK, adalah disarankan Jabatan 
Kehakiman Syariah Malaysia Negeri Kedah khususnya mendirikan kantor 
cabang kecil BSK di daerah-daerah pendalaman dalam Negeri Kedah bagi 
memenuhi kebutuhan penduduk tersebut yang mempunyai masalah 
berkaitan nafkah pasca perceraian. Diharapkan BSK sentiasa berkomitmen 
untuk melaksanakan tugas yang telah diamanahkan ini dengan ikhlas dan 
bertanggung jawab. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
Soal wawancara ini bertujuan untuk mencari data judul skripsi Peran Bahagian 
Sokongan Keluarga dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian 
(Studi Kasus Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia). Segala data berikut 
digunakan hanya untuk skripsi ini. 
1. Bagaimanakah sejarah pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dan 
apakah yang menjadi landasan perundangan BSK dan kapan diresmikan 
penubuhannya? 
2. Apakah visi, misi, objektif dan matlamat BSK dalam membantu mantan isteri pasca 
perceraian? 
3. Apakah jenis layanan yang disediakan di SBSK JKSMK? 
4. Apakah peran BSK dalam menyelsaikan kasus-kasus pengabaian perintah nafkah 
terhadap mantan suami yang ingkar? 
5. Apakah yang perlu dilakukan oleh BSK apabila mantan suami tidak membayar 
nafkah sepertimana yang diperintahkan oleh mahkamah? 
6. Sejauh manakah efektifitas BSK dalam menjamin terpenuhinya nafkah isteri pasca 
perceraian? 
7. Apakah faktor mantan suami tetap ingkar membayar nafkah sedangkan perintah 
nafkah telah dikeluarkan oleh mahkamah? 
8. Apakah jenis penegakan perintah hukum yang akan dikenakan kepada mantan 
suami jika gagal bertanggung jawab dalam memberikan nafkah? 
9. Berapa lamakah tempoh yang diambil oleh BSK dalam menyelesaikan kasus 
nafkah? 
10. Apa saja kesulitan yang dihadapi selama proses tuntutan nafkah dijalankan? 
11. Adakah terdapat bantuan keuangan yang diberikan kepada mantan isteri sepanjang 
prosiding penegakan perintah hukum berlangsung di mahkamah? 
12.  Berapakah jumlah statistik kasus pengabaian nafkah SBSK JKSMK?  
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